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KATA PENGANTAR

PlJ Tryk* penulis persembahkan kepadaAllah swt. yang telah rnemberikanr Deragam anugerah nikmat 
_sehingga tulisan ini dapal disajikan, dalamtr.gll upaya untuk ikut ambil bagian'daram ,;;;;* pemikiran dalamdisiplin ilmu hukum. Di tengah dihaga intetetctuaiitur] p.iori, diberi jalan

oleh sang Pemberi.petunjuk yang denlan perintahnya penulis menorehkankeinginan ilmiah dalam meiahiikan [uryu fulis tentang ilmu perundang-
undangan.

Konstruksi hukum di Indonesia saat ini telah bergulir ke era perubahan
eo.liti\ hukum yang lebih demokratis. suasana keme-rdekaan berpikir dansaling koreksi dari semua pihak telah melahirkan kondisi hukum di Indonesiasemakin berbenah untuk mencari sistem hukum yung iJ."t. Karena itumasyararakat harus diberikan pendidikan legalistik ,gi, k.r* perubahanyang telah terbuka lebar tetap berada pada raiah kebailan-

Buku ini merupakan upaya dari penulis untuk memberikan informasitentang apa dan b1c$mary-perundang-undangan di Indonesia. undang-undang Nornor 12 Tahun 20l l tentanglemueniutan peraturan perundang-
undangan, menjadi acuan tentang peratiran perundang-una*g* di Indonesiay*g utT menjadi rujukan dalam memuat peraturan tertulis yang memuat

:lffi:*ylry mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan

:l_.-1j,T.g_l 
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

orrempKan dalam peraturan perundang_undangan.
Buku ini akan berbicara tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan yang mencakup tahap* p.-r.r.*u*, plyrr*il, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangu;fu. '

. . Buku ini sejatinya adarah salah satu turyu akademik yang berupayauntuk memberikan birbagai infromasi_ aatam aisipti;-ii;, perundang-

::j"ff:1:1*-u, p-enutis menyadari b"ry.k"y. 
-ilil;s"n 

dan j auhqan Kesempurnaan. Karenanya dari lubuk hati yang paling dalam, ,iukudiharapkan kepada p*u p"*buca dapai memberikan kritik dan saran unt.k

Ilr'



penyempumaan buku ini agar lebi! pada masa yang akan datang. Kepada

ilrprf. riekan F akultas Syarl' ah IAIN SU, Dr. S aidurrahman, M.Ag, penulis

*.ngu"upt an terima kasih atas atensinya demikian juga para Dosen.di

fingflungin Fakuttas Syari'ah IAIN SU penulis ry"lgutuplan terima kasih'

Seirogitarya ini bermanfaat bagi para pemerhati kajian-kaj ian dalam bidang

hukum khususnya dalam hal ilmu perundang-undangan. Amin.

Penulis
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BAB I
SUN,IBER H{.IKUN,I

A. Pengertian Sumber Hrrkum

.S:trlo:: hukuru clasar ,asional aclalah pancasila sebagairnana yaog
vtertulis dala,r peml*rkaar: u,clang-u,cla'g Dasar Negara Republik
ludonesia Tahu' 1945, yait* Ketuhanan ya,g Maha Esa, Kemanusiaa,
yang adil dan Lreradab, persatuan Inclonesia, clan Kerakyatarl yarlg
dtpimpin olelt hikurat kebijaksanaan clalanl pernlusyarvaratan/perq,akilan,
serta dengan nteivtrjuclkan srtatu Keaclilan bagi selgruh rakyat Inclogesia.

Keuruclia* ditegaskan ke'rbari pacla pasal 2 unclang-u,clang
Nonror 12 Talnur 20ll re,tang'pembentukan perahrran perunclang-
undangan, yakni: Pancasila nterupakan sumber segala sumber huls.lnr
negara' Sedangkau clalanr Pasal 3 ayat ( I ) menyebutkan: Unclalg-Upclagg
Dasar Negara Republik Inclonesia Tahun lg45 rrrenrpakan hukrrm clasar
dalam peraturan perunclang-unclangan.

Perkataan sumber htrkum menurut usep Ranarvijaya memiliki ?
(dua) arti' arti pertanra adalah sumber sebagai penyebatl aclarrya hlkuur.
Dan penyebab adanya hukum ticlak lain aclalah keyakinan hulannr clari
oran*q-orang yang nrelakukan perallan menentrrkan tentang apa yang hanrs
menjadi htrkrrnt cli clalam negara. Sumber hulanm clalam urii yung clemikiag
ini di dalam kamus Belancla crikenal clengan nama il,e1lrron. Sec.langkan arti
kedr'ra adalah sunrber hukurn clalam pengertian bentuk perunnrsan kaiclah-
kaidah hularn yang terdapat crararu *rasyarakat crari mana kita clapat

Klwli{ S.Ag,, SI{., M,Hum lr



,LUU PERIIITDNTG.UITDANGN{

mengetahui apa yang menjadi hukum itu. Sumber hukum dalam arti

formal ini dikenal dalam bahasa Belanda dengan nama kenbron,t

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta juga

mernberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sumber

hukum ini. Menurutnya, sumber hukum dipakai dalam 2 (dua) arti. Yang

pertama, untuk menjawab pertanyaan, "mengapa hukum itu mengikat?'

Pertanyaan ini bisa juga dirurnuskan, "apa sumber (kekuatan) hukum

hingga mengikat atau dipatuhi manusia?" Pengertian surnber hukum dalam

arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti materiil. Yang kedua, yaitu

untuk menjawab pertanyaan, "di manakah kita bisa dapatkan atau temukan

aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita itu?" Sumber hukum

dalam arti kata ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal.2

sumber hukum dalam arti materiil maupun sumber hukurn dalam

arti formal kedua-duanya penting, namun untuk mempelajari ilmu

perundang-undangan, sumber-sumber hukum dalam arti formal itu lebih

dapat membantu di mana saja kita bisa mendapatkan atau menemukan

ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah-kidah hukum yang perlu

diketahui,

Penyelidikan sumber hukum menurut Bagir Manan akan

mernberikan petunjuk tentang bagaimana dan di mana hukum itu berada'

Menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatiart

karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa

kehatlhatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang

dimaksud dengan sumber hukum dapat menimbulkan kekeliruan, bahkaa

menyesatkan.3

Untuk meneliti sumber hukum terlebih dahulu harus ditentukan

dari sudut mana sumber hukum itu dilihat, apakah dari sudut ilmu hukuq

ilmu ekonomi, sejarah, filsafat, atau ilmu kemasyarakatan, mengenai hal

I Usep Ranawij aya, Huhtm Tata Negara Indonesia, Dasar-dosarnya,lakafiaz Ghalh

lndonesia, 1983,h.22.-----, 
n{*tttar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidh arla, Suatu P?ngenalan Pertama Ruatg

Linghtp Berlalnmya llmu Huhrm,Bandung: Alumni, 2000, h' 54'
-- -" i ingit M;;, Konvensi Ketatanegaraan,Bandung: Armico, 1987, h' 9'

t"

2l Klwlid, S,Ag., SH., M.Hun



TLMU PERUITDAI(LUI{DANOAI{

ini tidak lepas dari sudut pandang pemahaman sosiologis, historis dan
filosofis.

Menurut Bagir Manan mengutip pendapat Mahadi, sumber hukum
menurut tinjauan sejarah dapat diartikan sebagaia:

1' stelsel hukum apakah yang memainkan peranan pada waktu
hukum yang sedang berlaku sekarang (hukum positif;
ditetapkan?

2. Kitab-kitab hukum manakah, dokumen-dokurnen manakah,
surat-surat manakah dan sebagainya, telah diperhatikan oleh
pembuat undang-undang pada waktu menetapkan hukum yang
berlaku sekarang?

Dengan sumber-sumber tersebut ahli sejarah dapat mengetahui
perkembangan sejarah suatu kaidah hukum dan norma hukum yang akan
menjadi sumber hukum.

Dari sudut filsafat, sumber hukum dipergunakan dalam arti:
1' sumber untuk atau yang menentukan isi hukum. Sumber

hukum adalah ukuran yang dipergunakan untuk rnenentukan,
bahwa isi hukum itu sudah tepat atau baik, benar-benar adil
atau sebaliknya;

2, sumber untuk menentukan kekuatan mengikat suatu kaidah
hukum, mengapa hukum itu ditaati.s

Dengan pengertian yang demikian, maka sumber hukum dapat
berarti sebagai asal-usul dari mana sebenarnya suatu hukum positif itu
menurunkan kekuasaanlkewenangan dan kekuatan memaksa atau
mengikatnya. Dapat dipahami bahwa sumber hukum adalah tempat asal
pengambilaq landasan segala hukum.

Pengertian sumber hukum ini memiliki relevansi dengan apa yang
disebut dengan tertib hukum. Pengertian tertib hukum dapat diartikan
sebagai tangga urutan mana yang dipertamakan, dikeduakan dan
selar{utnya, dan juga menjadi sumber hukum, dan mengandung pula

4 lbid.,h.lo.

,. , ',*to.*lEkatjahjana dan_Totok sudaryanto, sumber Hukum Tata Negara Formal
di Indonesia, Bandung: Cita Aditya Bakti, 2001, h. 3.

Klla,lid., S.Ag,, SH., M,Hum lr
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pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang sering tidak
disadarinya dan juga oleh aparat negara. sedangkan penerapan hukum
yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifttnya pada
peristiwanya.

sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-
undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perja{ian
internasional, dan doktrin. Jadi terdapat hierarki dalam sumber hukum
dengan adanya tingkatan-tingkatan.

Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau
didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari
hukumnya, rnaka dicarilah terlebih dahulu dalam undang.undang, karena
undang-undang bersifat otentik dan tertulis, yang akan lebih menjamin
kepastian hukum.

lsKlaU{ S.Ag., SH., M,Hum



'' soetartdvo wiuniosoebroto. Pe,r'lro.sdlalNtt pot,adignta f)alartt Ilrtttr Hrtkrtttt.Srrtabaya: wacala. :tttitl. tr. :0. 
tttlttt t-'tt'(t(ttgttt(t Ltatd

v Satiipto Raharclio. Ilnrt, Htkt,,r,.Banchug: Ahururi. lgg6. h. I lg.

N{ENGENAL pERAr.,J$}i1.,*oo*G-ur\DANGAN

L l":: g:rtia n Peraturrn Perundang-u ndangarr

!,i'"1:ilt,:i"'jii:::ifiil-T:,i,-jilJi,,i\1,;,1ff;1,','.!;iT,'r,;T,Hi:Pengertian seruDa itu sekaligus menfedaf.unrry, .fu,r-e; hrrkum yang ticlakdittrliskan, tupuiti httkrtm titriuru*ir.t-au seba-eian hul<trm aclat. Bila istilah'penrndang-undansan' 
.1t1r..'unclang.llllclang, clisanrakan clengan istilah'/qsr"' atau '1er' clin istilah 't uLuru;itisamakan clengan istilah .rr.s,, nmka'/c,.'' atau '/c,ge' aclalah ius yang sucrah mengala'ri positir,isasi.s

iv{e,gala,ri positivisasi artinya ciltegaskannv. lo,kuor sebagaiivujud kesepakata' ko,traktuar ya,-u to'krit. De,gan proses ini, hukunrtidak lagi clikouseps.ikan sebagai ir*r-uru, moral meta-yuriclis yangabstrak, nanlun menriliki rvujucl [orrkrlt (tertulis clalaur bentuk perunelan_{-unda'gan). PeruLrahan bentu-k i,i juga sekarigus usaha untuk nremisahkan

;lffif,ilTfakau 
mana yang t.ri,iL"s r,iikliii i;;,,,;;;' yan,s terbilans

Maka karau o.{ans. menyebut-nyebut ist,arr hnkum positiflsesutrggrh,ya van*q crimaksucr raututr 
"I.r-,krrm 

puiur,iung-u'dangan.Dengan de.rikiin, -penrndang-,,1d*{un 
ticlak iclentik cle,_san hulanm.Pen,rdang-undangari rranyarari rurrri s?i, fi;[.;;;;,k t ,,to,,rr, cri sampi'gbentuk-bentuk lainuya.:), 

. Secara gaiuuia,rg, t;;; ;tri;ilutkan, bahwapenrndang-ttndanean aclalah hukum iiiun rrrri,tuk yan-u teriulis, seclan_eka,kebiasaan, kestrsiiaan utuu rrtn[ui, ffi;adalah hukuniclalam be,tuk yang

Kluli{ S.Ag., SH., M,Hum lt



ILMU PERUNDN{G.UIIDANOA'II

tidak tertulis. Jadi dari segi peristilahan, kata 'lege/lex/wef' lebih t

dipadankan dengan kata ;peiundang-undangan'. atau,'undans-unda,19-

Sedangkan kata 'ius/recht/droit' lebih tepat dipadankan dengan

'hukum'.lo
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memlrat norma

yung *rrigikat se-cara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh l,

n.gio* ata:u pejabat yang berwenang rnelalui prosedur yang ditetapk

dalam peratwan perundang'undangan,
AdaPun Pengertian Pembentukan

adalah pemluatan piraturan perundang-undangan yang mencakup

perencanaaq penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan'

pengundangan.

B. Sejarah dan Asal Usul Peraturan Perundang-Undangan
Sebagai sebuah bentuk/jenis hukum, peraturan I

undangan ,eb.n*nyu bukanlah khas produk budaya. hukum Indonr

Bila dimikian, dimanakah tempat asal kelahiran perundang-undangan?

Perundang-undangan lahir dan dikembangkan pada masa E

abad pertengahan. Ia merupakan produk sah dalam bidang hukum,

sejarair prr{ohkun atau transformasi sosial masyarakat Eropa. N

yung menjadi tempat utama kelahirannya adalah Pranois'
pinyebutan Eropa Abad Pertengahan sebagai locus dan te

lahirnya tradisi p.rondang-undangan sepintas mgmang terlihat sa

Sebab bila peruniang-undangan hanya dipahami.dari segi.bentuk rn

sesungguhnya tradis-i perundang-undangan rydalr dimulai seme

Kerajiin Babilonia sampai imperium Romawi. Ingat misalnya B

Hammurabi dan
corpus Juris civilis, dua contoh bentuk (kodifikasi) perundang-

Namun bila perundang-undangan difahami dari perspektif {tosl
historis dan sosiologis 

-maka 
kemunculannya memang baru pada a

pertengahan di Eropa. 
I I

' 
Dalam kurun waktu tersebut Prancis mengalami proses

sosial yang mendalam. Revolusi tersebut telah mendorong upaya-

1o Theo Huijbers, Filsafat Hukum,Jakarta: Kanisius, l99l,h'49'
rr Rikardo'simarmati Pengertian Dasar dan Telmik Perancangan

tJndangan, Jakarta: HuMa, 2A02,h' 3.

Perattuan Perundang-unda

8l Khalid, S.Ag., SII',



PERUITDAIGUITDANGAI|

yang radikal untuk menata kembali formulasi hubungan negara dengan
rakyat.._ Pengalaman menyakitkan selama pemerintihan 6odal vl"gdespotik dan konrp, serta ditambah dengan kungkungan u1*un-i1iuZ
geleil, menyemangati rakyat untuk menJesakk* p.,.luunan mendasar
terhadap bentuk sistem politik.

Kelompok utama yang memelopori gerakan penataan radikal ini
adalah para warga yang tinggal di -kota-kofa, 

yang berusaha
menghindarkan diri dari ikatan hukum kerajaan dan gereja.'w*gu Loiu
tersebut (borjua, berge) terdiri dari kaum p.iagung ying .*.ura ekonomi
tidak tergantung dengan sistem ekonomi yun! Jiuungin oleh kerajaan
dengan cara membangun ekonomi manuf:aktrir. Indeiendensi ekonomi
inilah yang mendorong kaum tersebut untuk men3adi kelornpok yang
beba.s {freeman) dari ikatan/keharusan (imperativa) hukum kera.laan aai
gereja.. Kelompok ini mendapat dukungan yung memadai a*i *uryurur.ui
lapis bawah Prancis. Dukungan teriebut t'iaat terlepas dari protes
masyarakat lapis bawah terhadap kerajaan dan gereja y*g ,n*.bebani
mereka secara berlebihan dengan pajak i* pungri*-iungutan lainnya.

Dalam bidang sistem politik atau keiataneg*uun, iakyat meniesak
agar. negara mengatuf sistem pemisahan kekuasaan yang kemudian
mendapat konsepsionalisasi sebagai Trias politica olih -Mont.rqi.r.

Pulur , lonsep ini, cabang kekuasaan dibagi tiga, yakni kekuasaan
legislatif eksekutif dan yudikatif proses *.nuiu hubungaa negara dengan
rakyat iidak hanya sampai disitu, khusus untuk cabang- kekuasian
eksekutif masih dilakukan lagi upaya lanjutan.

. upaya lanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin agar
penyelenggaraan cabang kekuasaan yang satu ini tidak melahirkan
pelanggaran terhadap ryk-hak warga. ini aihmtan karena yang paling
potensial melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga nrg*u uauu[
cabang kekuasaan.. eksekutif, mengingat bentuk k'ekuasaan yang
dimilikinya. sedemikian-._beyr poterii Jersebut sehingga dua caffi
kekuasaan yang lain dihadirkan khusus dalam runliu mengontrol
kekuasaan eksekutif.

upaya lanjutan yang dimaksud adalah keharusan kekuasaan
eksekutif untuk selalu melakukan kesepakatan dengan rukyat bila hendak
membuat satu kebijakan tertentu yang menriliki dampak pada publik.
wujud konkrit kebijakan yang dimaksud di sini adalah perundang-
undangan. Dalam membuat kebijakan tersebut pemerintah diwajibkan
meminta kata sepakat dari rakyat. Dengan demikia& nantinya fungsi dasar

lgKlalid, S.Ag., SH., M.Hum



If .MU PERUilDAI{C.UITDANGAX

Perundang-undangan tersebut akan menjadi kontrak atau perikatan antan
penyelenggara kekuasaan eksekutif dengan rakyat. sebagai sebuah
perikatan, rnasingmasing pihak dikenai serangkaian hak dan bebat
kewajiban.

Dari segi substansi, keharusan mendapatkan kesepakatan dui
rakyat diharapkan mampu memagari perundang-undangan agar tidar
berkarakter represit, melainkan lebih berkarakter responsif, selain itu;
substansinya lebih menunjukkan perimbangan antara hak dan kewajibanl
baik yang dipunyai negara maupun rakyat. 

]

Dari segi proses, rakyat selalu ditanyai dan didengarkan sebelu
akhirnya rnenyatakan kesepakatannya dengan perundang-undang
tersebut. selama ia belum mendapatkan kata sepakat dari raky
selamanya ia akan tetap menjadi hanya sebatas naskah atau draft (
draf).

Peraturan perundang-undangan dipilih dan dibuat untuk
kontrol kekuasaan eksekutif, karena ia memiliki kemampuan atau
untuk membuat hubungan negara dengan rakyatmenjadi pasti dan
Bentuknya yang tertulis menjadikan hubungan tersebut terhindar
segala bentuk penafsiran yang sifatnya subyektif.

Lahirnya perundang-undangan sebagai upaya lanjutan
mengontrol kekuasaan eksekutif, beserta sifat dan kemampuan
dimilikinya, sebenarnya tidak lepas dari falsafah dan faham politik
pada masa itu diperkenalkan oleh kaum kelas menengah prancis. Dari
konsepsi, mereka dibantu oleh sederetan kalangan pemiki
naturalis dan liberal yang dengan gencar memperkenalkan
rasionalisme, individualisme dan liberalisme. Dalam bidang pemik
hukurn, mereka ditolong oleh paham positivisme dan legisme. Legirrur\Lrrrr, rrr'rsr(a (rlorong olen panElrn posrtivisme dan legisme. Legi
adalah sebuah faham yang meyakini bahwa negara adalah satu-satt
sumber hukum. Itu sebabnya, ymg dipercayai sebagai hukum hany
Peruudang-undangan dengan bentuk yang tertulis, sedangkan hukum:
tidak tertulis dan yang tidak berasal atau yang tidak dikeluarkan o
negara bukan hukum. Hukum yang tidak tertulis hanya dianggap r

sebatas nonna moral.Sebenarnya, dalam beberapa segi, apa
berkembang di Prancis dengan perundang-undangan berilham dari

I
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penyelenggaraan kenegaraan kerajaan Babilonia dan Romawi. Kedua
imperium ini sudah pernah mengembangkan kodifikasi terhadap
peraturan-peraturan yang diciptakan oleh kerajaan. prancis adalah n.g*u
pertama yang meneruskan dan mengembangkan lebih lanjut tradisi ini dan
kemudian banyak menurar ke negaranegara Eropa rainnya, bahkan ke
negara-negara dunia ketiga pasca kemerdekaan. Di Amerika Serikat tradisi
ini hanya dimunculkan pada level konstitusi, tidak sampai pada level
perundang-undangan di bawah konstitusi.

Dengan demikian bahwa tradisi peraturan perundang-undangan
dimulai dengan tuntutan kelompok kelas menegah yang diduk,ng oleh
mayoritas rakyat lapisan bawah, untuk membuat kontrol lanjutan terhadap
kekuasaan eksekutif. Latar belakangnya, bukan hanya karena
berkembangnya faham rasionalisme, individualisme ataupun liberalisrne,
tapi lebih karena untuk mamastikan berlangsungnya keamanan dan
kepastian terhadap aktivitas ekonomi kelas menengah dari kemungkinan
bangkitnya praktek penyelenggilaan pemerintah yang tidak demokratis.
untuk itu kemunculan tradisi perundang-undangan identik dengan
bangkitnya kelas menengah dalam struktur sosial masyarakat prancis
ketika itu.

Pada bagian di atas, selintas telah disinggung kandungan
sosiologis, historis dan filosofis yang dimiliki oleh peraturan perundang-
undangan. Di balik bentuknya yang tertulis, peraturan perundang-
undangan menyimpan fungsi fundamentar, sekarigus memiliki makna
filosofis. sesuai dengan sejarah asal-usulnya, peraturan perundang-
undangan memiliki semangat untuk menata ulang hubungan negera
dengan rakyat guna menghindarkan kekuasaan eksekutif bertindak
semena-mena terhadap wafga negara.

untuk kepentingan itu, diciptakanlah perundang-undangan yang
memungkinkan pemerintah dan rakyat membuat kesepakatan mengenai
hal tertentu yang hendak diatur dengan sebuah perundang-undangan.
Keharusan adanya kesepakatan ini memungkinkan, dari segi substansi dan
proses pembuatan, perundang-undangan jauh dari sifat represif terhadap
hak-hak dasar warga negara. Meralui proses yang demikian perundang-
undangan akan merupakan kontrak pubtikyang mengikat, baik pemerintah

lnKlwli{ S.Ag,, SH, M,Hum
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maupun rakyat. Layaknya sebuah kontrak atau perikatan,

belah pihak adalah sejajar. Kesejajaran ini terlibat dalam

dikembangkan dan dalam substansi. Kesejajaran ini

posisi ked
proses y
pula

menyebabkan porsi hak dan kewajiban yang dimiliki dan di

kedua belah pihak bersifat seimbang.

Dari sisi rakyat, perundang-undangan akan menjadi alat

efektif untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan kekuasaah eksek

Dengan itu pula rakyat memiliki kejelasan tentang batasan k
yang dipunyai oleh pernerintah, sekaligus mengetahui perbuatan apa

yang diperbolehkan dan dilarang oleh perundang-undangan, Layak

sebuah perikatan, apabila pemerintah melakukan pengingkaran den

melanggar hak-hak warga negara, maka rakyat berhak mela

tuntutan dan gugatan kepada pemerintah. Bila pemerintah juga t
tunduk dengan tuntutan dan gugatan tersebut maka langkah terjauh

bisa dilakukan rakyat adalah menolak keberlakuan

tersebut dengan menganggapnya bukanlah lagi sebagai kontrak
perikatan yang dengan demikian sah untuk ditolak dan ditentang.

Bila proses kelahiran dan makna yuridis-filosofis perunda

undangan difahami seperti yang pernah terjadi di Eropa abad

sebenarnya agak sulit menemukan jejak yang serupa itu di Ind
Karena sejarah perundanganundangan di Indonesia lebih diwarnai o

kisah penginstrumentalisasiannya untuk mendukung sistem pemerinta

yang tidak demokratis. Tradisi semacam ini sudatr mulai d
pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Bahkan dalam

hal, sudah dirintis pada periode kongsi dagang VOC.
Pada periode VOC, dalam wilayah yang terbatas, s

dikeluarkan sejumlah peraturan-peraturan (plakat) yang sifatnya

mengikat publik bagi yang berdomisili di sekitar wilayah terbatas

Seiring dengan keberhasilan meluaskan wilayatr jajahau tradisi

kemudian diperluas dan diperkuat oleh pemerintahan Hindia
Perluasan dan penguatan ini paralel dengan semakin pastinya

pembentukan sebuah pemerintahan jajahan di Nusantara.

Pemerintahan Hindia Belanda lebih menjadikan

sebagai instrumen untuk melakukan pengaturan politik, sosial, e

12 I
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dan budaya. Tradisi h,kum prancis yang direplikasi oleh Belanda,
kemudian diperkenalkan di Indonesia dengan lebih mengedepankan
metode pencangkokan atau transplantasi. Dengan demikian, pengenalan
tradisi perundang-undangan di nusantara tidak terjadi seperti layaknya di
Eropa abad pertengahan. la bukan produk asli dari dinamika sosial politik
masyarakat Indonesia. Boleh dibilang, ia bukan tradisi yang
menyejarafunamun lebih sebagai hal baru yang dicangkokkan ke dalam
sejarah hukum Indonesia. l2

Kelahiran tradisi perundang-undangan bukanlah hasil tarik-
menarik antara kekuatan-kekuatan publik yang ada dalam masyarakat
Indonesia. Ia bukanlah hasil desakan rakyat terhadap negara ataupun hasil
desakan kelompok masyarakat yang dirugikan terhadap kelompok
masyarakat yang diuntungkan. Ketika itu, memang tidak tumbuh sebuah
kekuatan non negara (pemerintahan kolonial) yang memiliki kekuatan
ekonomi dan politik yang signifikan. Situasi ini dilanjutkan pasca
kemerdekaan hingga periode orde Baru. Bahkan, penyosokan perundang-
undangan sebagai instrumen ideologi dan politik, semakin diperkuat.
Perundang-undangan bukan lagi alat yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat
untuk mengontrol kekuasaan eksekutif namun sudah berbalik menjadi
senjata untuk mengontrol tindak-tanduk rakyat. perundang-undangan tidak
lagi berfungsi sebagai ajang bagi rakyat dan pemerintah untuk membangun
kesepakatan lewat kontrak atau perikatan. la telah dirubah menjadi alat
untuk mengikat rakyat dengan sejumlah keharusan atau kewajiban yang
sebenarnya tidak diinginkan oleh mereka,

c. Pengertian umum perihar peraturan perundang-undangan
Pada Bab I Ketentuan umum pasal 1 undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll rentang pembentukan peraturan perundang.undangan,
menj e laskan beberapa pengertian:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan
peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan

12 Rikardo simarmata, pengertian Dasar dan Teknik perancangan perundang-
Undanganh. T.
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perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan;

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan;

Undang-Undang adalah Peraturan

dibentuk oleh Dewan Perwakilan

bersama Presiden;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan

Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal

ihwal kegentingan yang memaksa;

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang

sebagaimana mestinya;

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang'undangan

ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah

Perundang-undangan yang lebih tinggi

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dengan persetujuan bersama Gubernur;

8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
g. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut

adalah instrumen perencanaan program pembentukan U

Undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;

10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Pro

adalah instrumen perencanaan program pembentukan

Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Ifuta

disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;

Perundang-undangan yailg

Rakyat dengan persetujuan

14 I
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1 1. Naskah Akademik adarah naskah hasil peneritian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masarah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Ranoangan undang-
undang, Rancangan peraturan Daerah provinsi, atau Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai sorusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;

1 2' Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan
dalarn Lemabaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Repubrik
Indonesia, Tambahan Berita Negara Repubrik Indonesia, Lembaran
Daerah, Tarnbahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;

13. Materi Muatan peraturan perundang-undangan adalah rnateri yang
dirnuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis,
fu ngsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan;

14. Dewan Perwakilan Rakyat yang seranjutnya disingkat DpR adalah
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud daram Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

15. Der+an Perwakilan Daerah yang seranjutnya disingkat DpD adalah
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud daram undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

16' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seranjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Rlutid, S.Ag,, SFJ., M.I*tm
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BAB III
TEORT DAN LANDASAN PEN{BENTUKAN
PERAT TIRAN PERITNDANG.UNDANGAN

A. Teori Perundang-Undaugan

halam Pasal I ayat (3) UUD 1945 secara tegas digyatakan bahwa

IJN*gum Republi[ Inclonesia aclalah negara yang berclasar atas huknm'

Itu berarti, hukirn $lkanlah sekedar produk yaug clitrentuk oleh lemlraga

regara saja, tetapi huknm juga yang nrenclasari dan mengarahkan tinclal<an-

tiniakan-lembaga-lembaga 
-tersebut. 

Huknnr acialah dasar dan pemlleri

petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaatl dan

kenegaraan.
Lenrbaga legislatif aclalah parlemen yarlg llrerupakan peurlrtlat

tunclang-undang sesuai deugan keheldak rakyat. Di dalarn negara

clemolirasi, raliyatlah yang n e,r.ntukan huknm melalui lvakil'wakilnya di
parlemeu yang clipilil, largs,,rrg oleh rakyat sencliri. Kehendak ntayoritas

iakyat cii clalaur n.gttu cleinokrasi menjadi kehendak negara, bahkan bisa

n.ir.lu,li htkunr ,rJ-u.r. tanpa hanrs clipersoalkan baik bunrknya. Jacli

kehendak rakyat menjadi sumber hukum yang mengikat."
Peflgembangan ilmu di bidang perundang-undaluan dapat

menclorong fliggsi penrbentttkan perahtran perundang'undangan yang

sangat diperlukag kehadirannya, oleh karena di dalam negara ylng
berlasar itas lrukunr nroclerir (t;erzorgingsslaat), hrjuan utanu dari

pemlrentukan unclang-unclan-q bukan lagi untrk menciptakan kodifikasi
Lagi norma-norma clin nilai-nilai kehidupan yang strdah mengendap dalanr

" Molr. Mahflrcl MD. ,L/trrrrhcr ngtm P<tlirik Huknn, r1.1cle',Etl,/rarr l(<rrr.sti/tr.ri. Jnkartn:

Ra.iawoli Pres. 201 I. h. 171.
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masyarakat, akan tetapi untg! menciptakan modifrkasi atau perubahan

dalam kehidupan masyarakat. 
I a

Burkhardt Kr.*r, sebagaimana dikutip oleh Attamimils,

menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi

kegiatan yang berhtrbungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda

peirUentukarf serta ptot.t dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap

Lagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya

,.idiri agai produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya,

baik secira yuridis, politis maupun sosiologis. Oleh karena itu, menurut

Krems tersetut, pembentukan peraturan perundang'undangan bukanlah

merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang

bersif:at interdisipliner, Artinya, setiap aktivitas pembentr'rkan peraturan

perundang-undangan memerlukan bantuan il mu- ilmu tersebut agar produk
'hukum 

yang dihasilkan dapat diterima dan mendapat pengakuan dafi

masyarakat.
Metodologi dalam pembentukan peraturan. perundang-undangan

menentukan apatin suatu peraturan dapat mencapai.sasaran dengan baik,

yakni masyarakat merasakan kenyamanan dan kesejahteraan, atau justru

menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah bantuan

dari sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi_hukunt, budaya

hukum dan ilmu tentang perencanaan sangat diperlukan. Dalam kehidupan

dewasa ini pranata hukum sebagai sebuah sistem yang harus menunjukkan

eksistensi sibagai alat perubahan sosial, bukan sistem otonom dan tertutup

dari kehidupan sosial.
proies pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan

hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan,

pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut

dilakukan oleh para aktor yang dalam sistem demokrasi modern disebut

eksekutif (presiden beserta jajaran kementeriannya) dan legislatif (DPR)'

Dalam sistem pembentukan hukum yang demokratis, proses pembentukan

hukum tersebut memiliki tipe bottom up, yang menghendaki agar materiil

hukum merupakan pencerminan nilai dan kehendak rakyat'

ra Maria Farida Indrati 5., Ilmu Perundang-(lndangan, Jenis, Fungsi, dan Materi

Muatan,Yogyakarta: Kanisius, 2011, h. 2.'-" li L.liiltJ S. ettrrni*i, Proses Pembuatan Perundang'Undangan Ditinjau dari

Aspek Filsafat, Semarang: Materi Kursus Penyegaran Perancangan Perundang'Undangan,

1990,h.5-6.
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B. TeoriPembentukanUndang-Undang
undang-undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan

pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas
hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan
hukum, dan aclanya kepastian dalarn hukum, Dalam pengertian teknis
ketatanegaraan Indonesia, undang-undang adalah produk yang dibentuk
bersama antara DPR dan presiden, daram rangka penyerenggaraan
pemerintahan negara.

Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan
terjemahan dari wettelijke regeling. Kata wettelijk berarti sesuai dengan
wet atau berdasarkan wet. Kata wet pada umumnya diterjemahkan dengan
undang-undang dan bukan undang. sehubungan dengan kata dasar
undang-undang. maka terjemahan wefieliike regeling ialah peraturan
perundang-undangan.t6

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya
ialah pernbentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat
umum dalam arti yang luas. peraturan perundang-undangan adalah
keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola
tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.rT Bersifat <ian
berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasikan individu
tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi
unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku
tersebut. Pada kenyataannya, terdapat juga peraturan perundang-undangan
seperti undang-undang yang berlaku bagi kelompok orang-orang tertentu,
objek tertentu, daerah dan waktu tertentu.

Agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-
undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan
dalam menyusun undang-undang, yaitu: randasan yuridis, sosiorogis, dan
filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang

16 Yuliandri, Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang Baift
Gagasan Pembentukan tJndang-tJndang Berkelanjutan, Jak tal nuj"o-rrrao rirr"a.,2009,h.25. 'l --- .---" -'-!-

,'' PluT Mq*, Dasar-dasar Konstitusionar peraturan perundang-undangan
Nasional, Padang: Fakurtas Hukum universitas Andaras, lgga,i, zi.
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tersebut, agar undang-undang yang dibentuk memiliki kaidah yang sah

seoara hukum, dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima

masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.ls

Dasar Yuridis (iuridishe getding), yakni pertama, keharusan

adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang'undangan. Setiap

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang

berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi

hukum (van rechtswegenietig). Dianggap tidak pernah ada dan segala

akibatnya batal secara hukum. Misalnya, undang-undang dalam arti formal

(wet in formelezin) dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setiap

undang-undang yang tidak merupakan produk besama antara Presiden dan

DPR adalah batal demi hukum, Begitu pula Keputusan Menteri, Peraturan

Daerah dan sebagainya harus pula menunjukkan kewenangan pembuatnya.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan

perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau

sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk

membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau

UUD 1945 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu

diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentuk undang-undang

hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan

Presiden, maka Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan

(vernietigbaar). Ketiga, keharusan mengikuti tata cata tertentu. Apabila

tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin

batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan

persetujuan DPRD. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan)

persetujuan DPRD maka batal demi hukum. Dalam undang-undang

tentang pengundangan (pengumuman) bahwa setiap undang-undang harus

diundangkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya aata untuk

mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan,

maka undang-undang tersebut belum mengikat. Keempat, keharusan tidak

20 I
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya. suatu undang-undang tidak boleh **gunoung kaidah yang
bertentangan dengan uuD. Demikian pula seterirsnya sampai pada
peraturan perndang-undangan tingkat lebih bawah.

Dasar sosiorogis (s,ciorogische gerding), yakni mencerminkan
kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Daram satu masyarakat industri,
hukumnya (baca: peraturan perundang-undangannya) harus sesuai dengan
kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut.
Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah
yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan
lain sebagainya.

Dasar Filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai ciata
hukurn (rechtsidee) yaitu apa yang rnereka harapkan dari hukum (baca:
peraturan perundang-undangan), misalnya untut menjamin keadilan,
ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Rechtidee tersebut tumbuh darisistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka
mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan,
tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya
semuanya ini bersifat firosofis, artinya menyangkut pandangan mengenaiinti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistern nilai
tersebut baik sebagai sarana yan merindungi nilai-nilai maupun sebagai
sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini adayang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga ,.iiup pembentukan hukum
atau peraturan perundang-undangan harus dapat *.nurgt upnya setiap kali
akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi ada
kalanya sistem nilai tersebut terah terangkum secara sistematik dalam satu
rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun daram doktrin-doktrin
filsafat resmi seperti pancasila. I e

C. Teori Negara Hukum
sejak abad 19, pengertian negara hukum telah mengalami

perubahan-perubahan. sarjana dan firosof Jerman menganggap, negara

te lbid.,h. l5-16.
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hukum dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dar

parlemen. Di Inggris, ide negara hukum sudah terlihat dalam pemikria:
john Locke yang membagi kekuasaan negara rnenjadi tiga lembaga, yakr
eksekuti, legeslatif dan yudikatif. A.V. Dicey, salah seorang pemiki
Inggris, mengemukakan tiga unsur utama pemerintah yang kekuasaanny
di bawah hokum (rule of law), yakni; supremacy of law, equality befor
the law, dan constitution based on indivitlual rights. Rumusan tersebu
sesungguhnya mengakui adanya kedaulatan hukum untuk mencega.

adanya kekuasaan yang bersifat pribadi maupun kelompok.20
Di Indonesia, simposium mengenai negara hukum perna

dilaksanakan di Jakarta pada Taltun 1966, datam simposium tersebu
diputuskan tentang ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:
1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandunl

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dar

kebudayaan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi olel
suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.

3. Legalitas dengan arti hukum dalam segala bentuknya.
Sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesi

juga menyatakan diri sebagai negara hukum. Ketentuan Indonesia sebaga
negara hukum dapat dilihat dalam Pembukaan, dan pasal-pasal UUD 1945

Pembukaan UUD 1945, dalarn alenia pertama memuat kata "peri
keadilan", dalam alenia kedua memuat istilah "adil", serta dalam aleni
keempat memuat kalimat "keadilan sosial'', dan "kemanisaan yang adil',
Semua kata "adil" tersebut berindikasi kepada pengertian negara hukum
karena tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian dalan
alenia keempat UUD 1945 memuat "...maka disusunlah kemerdekaar

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negarr
Indonesia". Hal ini jelas menunjukan bahwa Negara Kesatuan Republil
Indonesia mengacu pada negara hukum.

20 Nukthoh Arfawie Kurdie, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, yogyakartr
Pustaka Pelajar, 2005, h. 19

I.
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Pasal I ayat (3) uuD 1945 rnenyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum. Kemudian menurut pasal 4 bahwa presiden
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-Undang
Dasar. Ketentuan ini menyatakan bahwa presiden dalarn menajalankan
tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
dalam uuD. Selanj'tnya pasal2T menyatakan bahwa setiap warga negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak
ada pengecualian. Pasal ini juga menjamin prinsip equality befare the law,
suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban
warga negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum"

Penjelasan uuD 1945, merupakan penjelasan otentik dan menurut
hukum tata negara mempunyai nilai yuridis, dengan huruf kapital
menyebutkan; "Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dan
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat),,.

I{halid, S.Ag., SF/,, M.Hum
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BAB IV
ASAS PEMBENTUKAh{ DAN MATERI IVIUATAN

PERATURAN PE RUNDANG.TINDANGAN

A. Asas Pembentukan peraturan perundang-Undangan

PT: Pasal 5 uncla,g-Unclang Nornor 12 Tahun 201r menyatakan:I dalarn membentnk Peratttran Perunclang-unclangan harus clilakukal
berdasarkan pacla asas pembentukan peranrra=, pen,n-clang-,nclangan yang
baik, yang rneliputi:
a. Kejelasan tujuan, yait, bahlva setiap pembent,ka, peraturau

Perundang-'nndangan hams memp,nyai t,juau yang jelas yang he,clak
dicapai.

b. Kelemlragaan atau pejabat pembentuk yan,q tepat, yaitr.r bahrva setiapjenis Peratnrau peruncra,g-nncrangan lrams crib,at oleh rernbaga
negara atau pejabat pernbentuk peraturan penrnclang-unc{angan yang
berwenang, Perattran Penurclang-unclangan tersebut clapat clibatalkan
ata, batal derni hukurn apabila clibuat oleh lernbaga negara atau
pejabat yang tidak berwenang.

c' Kesesuaian antara je,is, hierarki, clan rnateri mnatan, yaitu bahwa
dalam Pernebnt,kan peraturau penrnclang-rrnclangan hams benar-
benar rnernperhatikan materi muatan ya'g tepat sesnai cle'gan je,is
dan hierarki peraturan pemnclang.nnclangan,

d' Dapat dilaksa,akan, yait, bahwa setiap pernbentukau peraturan
Pemndang-,ndangan hanrs memperhitungkan efektivitas peratnran

Khnli{ S.Ag., SH., M.Hum
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Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara

filo sofis, sosiologis, maupun yridis'

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap Peraturan

Perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar

dibuttitrkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara'

f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang:

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya'

g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan atau penetapano dan pengundangao bersifat transparan dan

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan datam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan'

B. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang'

undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk

menciptakan ketentraman masyarakat'

b. Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan har,us mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak asasi rnanusia serta harkat dan martabat setiap

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional'

c. Kebangsaan, yaitu bahwa setrap Materi Muatan Peraturan Perunt

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republ

Indonesia.

26 I
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d. Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Kenusantaraan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan peraturan

Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan Materi Muatan peraturan perundang-undangan

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional
yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bhinneka tunggal ika, yaitu bahwa Materi Muatan peraturan

Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,
agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Keadilan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan keadilan seoara proporsional bagi
setiap warga negara.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan tidak boleh
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,
antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban
dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keserarasan, antara kepentingan
individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

o

h.

J.

i.
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JENIS DAN HIERARKI PERA?III* *,*,NDANG.TINDANGAN

A. Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan

P:llll,llan mengenai ienis clan hierar ki peraturan penrnclang.unclanganI telah me,gala'ri beberapa kali per,baha,, yakni: 
'

I, Menur,t Ketetapan MPRS Nomor xx/MiRS llgililljuncto Ketetapan
MPR Nomor V/MpRJl973, yaitu:

1 undang-unda,g Dasar Negara Republik Inclonesia Tahun 1945:?. Ketetapan MpRl
3. unda,g-unclang/peraturan pemerintah pengganti uncla*g-

Undan,{;
4. Peratulan penrerintah;

5. Kepuflrsan pr.esiden:

6. Peraturan pelaksana lainnya,
2, Menurut Ketetapan MpR Nomor III/MpR12000, yaitu:

I udang-undang Dasar Negara Republik I,clonesia Tahun 1945;2. Ketetapan MpR;
3. Undang-Undang:
4. Peraftrran Penrcrintah pengganti Unclang-Unclang;5. Peraturanpemer.intah;
6. Kepuftrsan presiden;

7. Peraturan Daerah.
3. Menuut Undang-Unclang Nonmr l0 Tahrur Zl}4,yainr:l. undang-unda,g Dasar Negara Republik Inclo,esia Tah,n 1945:

lzg
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2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

3. PeraturanPemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun z}ll,yaitu:
1,, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;
4. PeratuanPemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. PeraturanDaerah Kabupaten/Kota.
Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan
ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik lndonesia,
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

merupakan dasar pemberlakuannya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah

menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal3 ayat (1) UUD 1945).

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

menjelaskan bahwa, dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam hal
suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga

bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung.

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yaog

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersanna

Presiden. Adapun materi muatan yang harus diatur dengan Undang'
Undang berisi:
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perintatr suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang'Undang;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. Tindak lanjut atas putusan Matrkamah Konstitusi; dan atau

e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

yang
dan

tidak

dan
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Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan
Perundang-undangan yang ditetupt* oleh presiden dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa (pasal 22 ayat (r) uuD rgils). s.aantt*
materi muatan peraturan pemerintah pingganti undang-undung Ju*u
dengan materi muatan Undang-Undang.

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang
ditet apkan o leh pres iden untuk menj alankan undang - unding s e bagaimana
mestinya. Materi muatan peratuian pemerintah berisi materi untuk
menj alankan Undang-Undang sebag aimana mestinya.

Peraturan presiden adarah peraturan perundang-undangan yangditetapkan oleh presiden untuk menjalankan p.Iintuh peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau daram menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan. peraturan presiden berisi materi yary
diperintairkan o leh Undang-Undang, nrateri untuk melaksanakan peraturan
Pernerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan.

Peraturan Daerah provinsi adarah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah provi-nsi denlanpersetujuan bersama Gubernur.

Peraturan Daerah 
_Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-

uadangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/warikota.

Materi muatan peraturan Daerah provinsi dan peraturan Daerah
Kabupaten/Kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembarrtuan serta menampung kondisi khususdaerah.{3/.atau penjabaran rebih ranjut peraturan F.rrinaung-undangan
yang lebih tinggi.

B' Kedudukan Ketetapan Majeris pennusyawaratan Ratryat
Berdasarkan undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentangPembentukan Peraturan 

ferundang-,rirdrngun, maka Ketetapan MpR (Tap
MPR) dapat dikatakan sebagai salih satu zumber hukum. Meskipun dalam
TlTe-*dang sebelumnyi, yakni undang-undang Nomor r0 Tahun
?901 l:rt*g Pembentukan peraturan perundang-undangan, Tap MpRtidak dimasukkan dalam lierarki peraturan perundang-undangan, bukanberarti keberadaan Tap MpR tidak diakui. Akan tetapi norma ;ft ;t.*dalam setiap Tap MpR sejak Tahun Doo tringga Tahun 2002 tetapdiakui

lsr
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sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak diganr** |
dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya' I

Dimasukkannya kembali Tap MPR dalam hierarki peraturan I
perundang-undangan berdasarkan apa yang tertuang dalam _Undang- I
IJndang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Fembentukan Peraturan I
Perundang-undangan, hanya merupakan bentuk penegasan saja b.ahya I
produk trutum yang dibuat berdasarkan Tap MPR, masih diakli dan I
terlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia' Namun !
demikian, dimasukkannya kembali Tap MPR dalam tata urutan I
perundang-undangan tersebut, tentu saja membawa implikasi atau-akibat I
irukum yung *.*butuhkan penjelasan rasional, agar tidak menimbulkan 

I
tafsir hukum yang berbeda-beda. I

Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hukum, I
peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah_hal 

-yung 
tTu. I

iradahal hal tersebut tidaklah sama, undang'undang adalah bagian dari I
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangln terdiri .df i I
undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan- lain, I
sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga 

I
beberipa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum 

I
yurisprudensi.2r I

Pendapat satjipto Rahardjo, bahwa pengertian dan definisi 
I

peraturan perundang-undangan dikunci pada aspek. k9te1tu1. ylng 
I

mengatur (regelingf dengan sifat berlaku umum, tidak konkrit {un I

ditujukan untuk publik. Hal tersebut berbeda dengan sifat yang melekat 
I

dalam suatu keputusan (Descl, ikking) yang bersifat konkret, individual dan 
I

berlaku sekali waktu (einmalig). Jika ditarik dalam konteks sistem 
I

perundang-undangan Indonesia, maka suatu produk hukum dalam set-iaq 
I

iingkatan kelembagaan negara dapat dikatakan sebagai bagian a*jl
peraturan perundang-undangan, jika memenuhi unsur peraturan (regeling) 

|

sebagaimana yang disebutkan oleh Satjipto Rahardjo tersebut'" 
I

SetidJknyi ada 2 (dua) usp.k yang mendasari struktur d* 
|

karakterisitik peraturan perundang-undangan di masing-Tttitg negara. 
J

Pertama, ilmu pengetahuan yang berkembang di Negara yang

bersangkutan. Kedua, sistem ketatanegaraan yang berlaku di negaxa

tar Perundang'undangan Indonesia, Jakarta: Ind'

Hill.Co., 1992,h.2-3.
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,Bandung: PT. Cifa Aditp Bakti, Cetakan ke MI,

2012,h.83-84.
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tersebut. Jika berkaca pada kondisi Indonesia, peraturan perundang-
undangan yang kita miliki, sangat ditentukan oleh sistem ketatanegarair
yang berlaku. sebagai contoh, kedudukan Tap MpR sangat ditentukan
oleh pengaturan kedudukan dan kewenangan MpR sebelum dan sesudah
amandemen uuD 1945. Di samping itu,-peraturan perundang-unaungun
Indonesia juga banyak m-engadopsi sistem yang berlaku di nelara-nffi
penganut sistem Eropa Kontinental. Namul dimikian, sifat a?opsi y;;
dilakukan Negara Indonesia tidak harus menelan mentah-mentah apa yang
berlaku dalam sistem Eropa Kontinental tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat A. Hamid s. Attarnimi, yang
menegaskan bahwa_ teori perundang-undungun yang berkembang di' Eropi
Kontinental hendak memodernisasikan pranata ketatanegaraan pada
umumnya dan pranata perundang-undangan pada khusuunya, sehingga
perlu j,ga dilihat, dibandingkan, dan jika lerlu ditiru sisternnya di negaralain. Akan tetapi cita dan filsafbt yang- mendasarinya, nilai-nilai titik
tolaknya,. pengertian dan pemaha*un dururnya, serta *urg ringkup dan
lata kerja penyelenggaraannya, singkatnya paradigma-paradigmanya,

}:ryr. tetap memperrahankan upu ying iigaristan lt.r cita"Nee;a
Kekeluargaan Rakyat Indonesia, Teori dernriuru Bangsa Indonesia,ian
sistem. Penyelenggaraan pemerintahan Negara Repubrik Indonesia"
sebagaimana termaktub dalam Hukum Dasar, yuitu uuo 1945.ri"-",vsre'

Kedudukan Tap MpR tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan
kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. AmandemenuuD 

_1945 pasca reformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukanserta kewenangan,yang melekat kepada MpR. salah satu perubahanpenting dalam uuD 1945 yang mempengaruhi kedudukan dan
kewenangan MpR adarah perubaharipada bagiai bentuk dan kedaulatan
Negara.khusus-nya pada pasal r ayat (i) uuo 1945, sebelum amandemen
orcebutl(an bahwa, "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis.permusyawaratan Rakyat,,. 

-sedangkan 
setelah

amandemen dirubah menjadi, "Kldaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut U.riu$:Fdang Dasar,,. perubahan lang signifikanjuga terlihat pada pasal 3 uun tgis, jika sebelum amandemen MpR
diberikan_ kewenangan^untt menetapkan Garis-Garis Besar daripada
HaJugn Negara (GBHN), maka pasca amandemen kewenangan tersebut
sudah tidak diberikan lagi.

23 A. Hamid s. Attamimi, dalam saleh Asri Muham mad, Kompilasi orasi GuruBesar Hukum Tab Negora. pekan Baru: Bina Mandiri press,20O6, h. i!.
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Dimasa lalu, konsekuensi dari kedudukan dan kewenangan MPR I

untuk menetapkan Garis-Garis Besar daripada Halu-a1 Negara (GBHN), I
mengakibatkan eksistensi Tap MPRS sebagai salah .satu. 

pengaturan I
p.r..ridung-undangan yang memuat pengaturan' Hal- ,':i^kt1'dian I
semakain dipertegas dengan adanya Ketetapan _ 

MPRS . Nomor I
XX/I\,IPRS 11966 y*e menempatkan Tap MPR sebagai salah_-i1,l
peraturan perundang-indangan yang memiliki derajat di bawah UUD. I
Nu*rn menurut fr{anm MD, Pemposisian Tap MPR sebagai peraturan I
penrndang-undangan dalam derajat kedua (di bawlh UUP . 1?15) I
,eb.narnya franyatatr tafsiran MPRS saja, sebab UUD -sendiri 

tidak I
menyebuikan bJhwa Tap MPR itu harus berisi pengaturan .(regel.ing) 

dan I
berblntuk peraturan peiundang-undangan.za Menetapkan itu sebenarnya I
dapat hanya diartikan sebagai penetapan {heschikking) yang bersifat !
konkret, individual. . I

Secara umum, implikasi dari perubahan UUD 1945, tentu sljal
memberikan akibat perubahan kedudukan dan kewenangan_MPR _p-yll I
setidaknya terdapat I 6igal implikasi mendasar akibat perubahan uuD I
1945 terhadap kedudukan dan kewenangan MPR, antara lain: . I
1. MPR tifuk lagi menjadi lembaga tertinggi Negara sebagai perwujudan I

pasal I ayatl UUb 1945, yakni menjadi representas=b_t19, 9yll
kedaulatan rakyat Indonesia. MPR pasca perubahan Uy? 1945, kini I
memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya, yakni I
Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ?ryf I
Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), I
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. . I

Z. Sebagai tonsJtuJnsi MPR yang tidak lagi menjad-i.lembaga tertinggi I
,rguiu, maka MPR bukanlah lernbaga perwak]l11 akan tetapi I
,rid*ng menjadi ,,ioint sesion" antara anggota DPR .dan anggota 

I
DpD yang memitiki fungsi bersifat lembaga konstituante_ yang 

I
bertugas merubah dan menetapkan Undang-undang qPT: Stl3u 

I
impliiit, roh atau eksistensi MPR menjadi ada alay d-iadakan jika 

I

beikenaan dengan kewenangan yang diberikan oleh UyD Nggay 
I

Republik Indoiesia Tahun 1945. Sebagaimana gendapaj. .limtf I

assniaiqie yang menyatakan bahwa, organ MPR itu sendiri baru 
|

dikatakan ada (actual existence) pada saat kewenangan atau llrngslnya 
I

I

,a Moh. Mahfud lv{D\ Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen

Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 32.
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sedang dilaksanakan." Duram pora Negara kesatuan sebagaimanadianut oleh Indonesia, supremasi_parrerrirn yurg'*.*.g*g fungsilegislasi. hanya ada ditangan DpR dan DpD uritan ditangan MpRlagi.
3. MPR-tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yangbersifat._mengatur (regelling). MpR pasca perubahan UUD 1945hanya diberikan kewenangaidura* *embuat ketetapan yang bersifatkeputusan (beschickking. oitrilangkannya k.wenorigan MpR untukmenetapkan Garis-garis Besar Haluan N.guru, u."r'rti aturan dasarNegara kita berraku*r*.T?.. singular 

.utuu- tunggui y*g bertumpukepada UUD Negara Republik Inionesia Tahun 1945. MpR kinitidaklagi berwenang menerbiikan aturan dasar negar a (grundnorm) di luarUUD 1945 yang bersifat mengatur.
sejalan dengan poi,t ke-3 di atas, Harun Al Rasyid, sebagaimanayang dikutip Moh. Mahtud MD, menegaskan bahwa rafi trarn tidak bisadijadikan s-ebagai peraturan perundang-undangan atau' memuat hal-hal

Iurg. bersifat regeriy*_lpengaturan).ru"r.uin 
-T*jri-il.iu*t 

Harun ArRasyid, ketetapan Mpt o"l"n .uju ada, tetapi ia uut* peraturanperundang-undangan (regeting) 
- 

melainkan' sebatas penetapan(besc.hikking). Pandangan G.t"1,lt kemudian diterima dan dimasukkankedalam amandemeo UUp lg4l.27
untuk melihat 

.kedudukan Tap MpR dalam sistem perundang-undangan Indonesia, baiknya dijeraskan a*i-t.*i" pirumiau hukum(stufenth.eorie) yang diperknalkan oreh Hans Kelsen. Teori tersebutmemberikan kategorisali alau pengerompokan terhadap beragam norma
*k'T dasar yang berlaku. feori Hans Kersen ini kemudiandikembangkan oreh Hanr Nawiasky merarui teori yang disebut dengan"the.orie von stufenufbau der rechtsordnung,,. Teori ini memberikanpenjelasan susunan norma sebagai berikut :1. Norma fundameutal negari (Staatsfundamentalnorm);2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
3. Undang.undang formal (foimelt fesetz); dur

2s Jimly Asshidioie, sengketa Kewenangdn Konstitusional Lembaga Negara, Jakarta:Kons-tjtusi Pers, 2006, h, g7.

'o Moh. Mahfud MD., perdebatan Hukum.,.,h,3227 lbid.
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4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en

autonome satzung).28
Berdasarlian teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi

mencoba mengaplikasikannya kedalam struktur hierarki perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan teori Nawiasky tersebut,

maka tata urutan perundang-undangan di Indonesi adalah sebagai berikut :

a. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945),

b. Staatigrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan

Konvensi Ketatanegaraan.
c. Farmell gesetz: Undang-Undang.
d. Verordning en Autonome Satzung : Secara hierarkis mulai dari

Peraturan Pemerintah hingga Keputisan Bupati atau Walikota.2e

Ketetapan MPR dikategorikan sebagai aturan dasar Negara

(staatsgrundgisetz) atau dapat juga disebut sebagai norma dasar

igrrninor*i akun tetapi kategorisasi yang dilakukan oleh Attamimi ini

dilakukan disaat kedudukan MPR masih sebagai Lembaga Tertinggi

Negara atau sebelum perubahan UUD 1945. Kedudukan Tap MPR

*rGlu* perubahan UUD 1945, memang menjadi salah satu produk hukum

yang beiada setingkat dengan UUD. Hal tersebut mengacu kepada

k"wir,ur,gun dan kedudukan MPR sebagai lembaga perwujudan

kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum

perubahan UUD 1945, Penjelasan Pasal 3 UUD 1945, yang menyatakan

Lahwa, ,,Oleh karena Majelis Perrnusyawaratan Rakyat memegang

kedaulatan negafa, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik

masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang

terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-

haiuan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari"'
Dalam periode era reformasi, Tap MPR dianggap sebagai

perpanj angan tangan dari kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan

tertentu yang menguntungkan atau melegitimasi kepentingan kekuasaan.

Untuk itu kemudian muncul istilah "sunset clouse", yakni upaya sedikit

demi sedikit untuk menghapus Tap MPR sebagai sumber hukum dalam

sistem perundang-undangan Indonesia. Ini juga yang mendasari proyek

28 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Kepulusan
prisiden-yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita l-Pelita IY, Iakatla:

Disertasi, Universitas Indonesia, 1990, h. 287.
2e lbid.,h. 359.
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-.yl!uli yang disertai penghapusan secara besar-besaran terhadap Tap
MPR(S) di Tahun 2003 melalui sidang umum (su) MpR. Mahtud MD
menyebut agenda ini sebagai "saptt Jagat", 

'yakni 
Tap MpR yang

menyapu sernua Tap MPR(s) yang pernah ada untuk diberi,tutm baru.3. 
"

Puncak dari agenda,,sunset clolrse,, dan,,sapu jagot, ini adalah
diterbitkannya undang'undang Nomor 10 rahun 1oo+ tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang iia* m..asukkan
Ketetapan MPR sebagai salah sutu sumber hukum. Namun tidak
dimasukkannya Tap MRp dalam hierarki undang-undang terseuut, berartiroh dan keberadaan Tap MpR benar-benar hiang saina sekali dalam
:i.11* perundang-undangan Indonesia? Ternyata iiduk, eksistensi Tap
MPR 

.seharusnya tetap diakui meskipu, dengan sifat dan norrna yang
berbeda.

Mengutip pendapat Mahfud MD, bahwa Tap MpR tetap saja boreh
ada dan dikeluarkan.?lrh ypR, tetapi terbatas h*ny* untu[ penetapan
yang bersifat heschikking (konkret dan individuali s.p",ti iup luirn
tentanq pengangkatan Presiden, ketetapan tentang pemberirentian presiden
dan sebagainya. Bahkan Tap MpR tetap dijadikin'sebagai sumber hukumyang bersifat materiil. 

fe.bagaimana yang-ditegaskan Jt*t, uuhn d MD,
pat-rwa sebagai sumber hukum, rap Mrn dapat dijadikan sebagai sumber
hukum materiil (bahan pembuatan hukum), nu*un bukan sumber hukum
Prryl-Iq...rluran penrndang-undangan). sebagai sumber hukum materiil,Tap MPR bisa menjadi bahan hukurn sepertihalnya nilai-nilai keadilanyang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, keadilan sosial danekonomi masyarakat,.warisan iejarah dan budaya bangsa ;; i-i;-;;.r,-^^

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nonior rz rahun 20r ltentang Pembentukan peraturan perindang-;durgun; ;"k" keberadaan
Ketetapan MPR kembali menjadi wacana (diskirsus) hangat disemua
kalangan, l$ususnyl di antara para ahri hukum titu i"iiriau,iprr*Jung-
y$a_ns.an. Implikasi hukum dimasukkannnya kembali Tap MpR dalamhierarki.perundang-undangan, jelas memtil" k;;;k .*i-to*rtuensi
logis dalam penataaan sistem hukr* Indonesia, baik norma, kedudukan,
maupun ruang peng 

-uji.an 
akibat pertentangan antara sesama produk

lr1'd'1g:undangan rainnya. Kebiradaan itndang-unaang Nomor t2Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan'perundang-undangan,
mengakibatkan Tap MpR secara otomatis (ex-fficii) menjadi rujukan

]lUotr. h,tahfud lvD., perdebatan Hukum..., h. 34.3t tbid

Rhalid, S,.49,, SH., M,Hum
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dalam pembentukan dan penerapan ketentuan peraturan perundang'

undangan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini uulPerppu, PP,

Tap MPR dalam hiirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan

keientuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pertama, sesungguhnya apa

roh atau o'asbabun nuntl" dimasukkannya kembali Tap MPR dalam

Perpres, dan Perda.- 
Perbedaan pendapat pun muncul di antata pengamat hukum

ketatanegaraan darperundang'undangan. Ada yang menyebtltkan bahwa

keberadaaan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan

sebagaimana teituang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentalng Pembentukan Peraturan Perundang-undaogan, telah memberikan

ruang lagi MpR untuk merumuskan kembali ketentuan yang mengikat

publik. paaanat dalarn Sidang Umum MPR Tahun 2003, telah diputuskan

tahrn'a Tap MpR tidak lagi mengatur keluar (mengikat publik), namun

hanya berLku bagi intem MPR. Dalam Sidang Umuq_MPR Tahun 2003

terslbut ditegaskan bahwa, ketentuan yang mengikat publik, harus

diimplementutikurt melalui produk undang-undang. Namun hal ini sudah

dijawab pada bagian pembahasan sebelurnnya, bahwa MPR kini tidak

memiliki- lagi kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang bersifat

mengatur (iegeling). Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang melatar

behfanginyu; prrturu, perubahan UUD 1945 membawa konsekunsi

kewenangan MPR yang tidak lagi dapat membuat ketentuan yang

mengatur, kecuali yang bersifat kedalam organ MPR sendiri. Kedua, MPR'

rnerupakan lembaga permanen ketika menjalankan fungsi dan kewenangan

yang diberikan ot.f, UUO 1945. Dan kewenangan untuk membentuk

undung-undang, tidak lagi tertuang dalam UUD pasca amandemen.

Ada 3-(tiga) pertanyuan penting terkait dimasukkannya kembali

hierarki perundang-undangan? Kedua, Tap MPR yang manakah yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Ketiga"

bagaimana k6nsekuensi pengujian rnateri atau norma dalam Tap MPR

yaig bertentangan dengin peraturan perundanga'undangan lainnya dan

sebaliknya?
Mengapa TAP MPR kembali dimasukkan kedalam

perundang-undangan yang tertuang dalam undang-undang Nomor

Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

dipahami bahwa Tap MPR masih diakui sebagai.sumber hukum da

sistem perundang-undangan Indonesia. Hal ini diperkuat oleh u

38 I
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undang Dayr Negara Republik Indonesia Tahun 1945 padabagian Aturan
Tambahan Pasal I yang menyatakan bahwa, ,,Majelis permusyawaratan

f.akyat ditugasi untuk melakukan peninjauan te.rriaaf .ut.ri dan status
hukurn Ketetapan 

- 
Majelis permusyawaratan Rakyat sementara dan

Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003,,.

- Ketetapan MpR yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pernbentukan
Peraturan Perundang-undangan, bisa djabarkan merarui p?n3.rur*n pur*l
le1s.ebut 

yang mengatakan bahwa, "yang dimaksu<i dengan ,,Ketetapan
Majelis Permusyawarutan Rakyat" adarah Keteipan Majeris
Permusyawaratan Rakyat sernentara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang masih berraku rruut*iruna dimaksud
dalam Pasal 2 dan pasar 4 Ketetapan Majeris permulyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: I/Mprv2003 tentang peninlauan Terhadap
Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis rJr*uryu*aratan Rakyat
sementara dan Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Tahun 1960
sampai dengan Tahun 

?002, tanggal 7 Agustus 2003,,. Outu* Tap MpR
Nomor I/lvIPR/2003, terah diputuskan yang mana saja TAp MpR(s), darit:l.l 

l39.ketetapan sejak tahun 1966 hingga 2a02,yang masih berlaku dan
tidak berlaku lagi.

Dalam TAp MpR Nomor
diberikan status hukum baru yang
pasal, antara lain :

I/I4PR/2003 TAP MPR yang ada,
dikelompokkan ke dalam 6 (enam)

t' Pasal.l t.entang Ketetapan MPR/MPRS yang dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku (g Ketetapan),

r. Pasal 2 tentang Ketetapan MpRs/r{pR yang dinyatakan berlaku
dengan ketentuan (3 Ketetapan).

m. Pasal 3 tentang Ketetapan MpRs/N{pR yang dinyatakan tetap berlaku
sa.mnai dengan terbentuknya pemerintahai hasil pemilihan umum
tahun 2004 (8 Ketetapan).

IV' Pasal 4 tentang Ketetapan MpRS[vIpR yang dinyatakan tetap berlaku
sampai terbentuknya UU (l l Ketetapan). 'v. Pasal 5 tentang Ketetapan MpRS/rvrpR yang dinyatakan masih
P:rlt, sampai ditetapkannya peraturan tia ti*ia yang baru oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia iasil pemilihan
umum tahun 2004 (S Ketetapan).

lsg
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vt. Pasal 6 tentang Ketetapan MPRSIMPR yang tidak perlu dilakukan

tindakan hukum lebih ianjut, baik Karena bersifat final (enimalig),

telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. (104 Ketetapan)'

Berdasarkan pengelompokan di atas, maka Tap-M.PR yang masih

dianggap berlaku tertuing dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dengan total

seUailat 13 TAp MpR yang masih berlaku. Tap MPR yang masih berlaku

tersebut, adalah :

1. Ketetapan MPRS No. XXVIMPRS.l966 tentang Pembubaran Partai

Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh

'$/ilayah Indonesia bagi Partai Komunis Indr:nesia dan larangan setiap

Kegiatan untul< Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau

Aj aran KomunismeA'larxisme'Leninisme'
Z. i.t.tup* MpR No. XVI/TvIPR/199S tentang Politik Ekonomi Dalam

Rangka Demokrasi Ekonomi.

3. Ketelapan MPR No V/lVlPR/1999 tentang Penenttnn Pendapat di

Timor Timur.
4. Keretapan MPRS No. XXIXA{PRS/1966 tentang Pengangkatan

Pahlawan Ampera. (dalam perkembangan terakhir telah terbentuk uu
No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda

Kehormatan)
5. Ketetapan MPR No. XI/lr4PR/1998 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas KKN.
6. ketetapan MPR No. XV/MPR/I998 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber

Daya Nasional yang Birkeadilaq serta Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah dalamNKRI' 
m persatuan dan7. Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapa

Kesatuan Nasional.
8. Ketetapan MPR No. VVMPR/2000 tentang Pemisahan Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia'
g, Ketetapan MPR No. VIIfuPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran

Polri.
10. Ketetapan MPR No. VVMPR/2001 tentang Etika Kehidupan

Berbangsa.

11. Ketetapan MPR No. vII/1vIPW2001 tentang visi Indonesia Masa

DePan.
12. Keietapan MPR No. VI[/IvIPR/2001 tentang Rekomendasi tuah

Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN'

40 I
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13. Ketetapan MpR No. IXiIvIpR/20Or tentang pembaharuan Agraria dan
Pengelolahan Sumber Daya Alam.

_ Ketiga belas Tap MpR inilah yang dimaksud dalam penjelasan
Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang ]io*o, 12 Tahun 20r1 tentang
Pembentukan peraturan perundang-undaigan, d;d; p;rgerompokan li
Tap MPR yang sudah tidak berraku akibat teuh aibentiknya'undang-
undang yang telah mengarurnya. (pasar 4 Tap MpR Nomo, rlirapvzooll
dan 3 Tp Ypa yang masih berlaku hingga saat ini paral 2 Tap MpIi
Nomor IA4PR/2003). Adapun Keretapan Mpn wo vlirapx,rDse i.nrung
Penentuan Pendapat.di rimor Timur, secara otomatis tidak berlaku lagl
akibat ngrma yang diatur didalamnya sudah terlaksana. Dengan demikian,
sisa 2 Tap MPR yang masih berlaku hingga saat ini akibat statushukumnya yang tidak dicabut atau digantl-merarui undang-undang.
Pertanyaan kemudiaa muncul, apakah rtiluar z rap MpR tersibut, T[MPR dapat dinyatakan berlaku kembali dan diiadikan sebagai sumber
hukum formill? Secara logika hukurrl hal terse-but mustahil-mengingat
tidak mungkin keberlakukan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi justru dilegitimasi ata* dibuat beidasarka,i p"rx** perundang-
ygurg:l yang lebih rendatq dalam hal ini undang-undang Nomor 12
Tahun 20 l.l tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Akibat dimasukkannya Tap MpR dalam 
-hierarkl 

peraturan
perundang-undangan, maka muncur persoaran dalam hal pengujian normadiantara peraturan perundang-undungun lainnya. nagiimana jika
Ketetapan MPR bertenrangan dengan [uo N.g*a Republik IndonesiaTahun l94s? Dan bagai"-*p_quF jika terdapa:t orJurig_unaun* yang
P"r:nj*gr leng1n Tap MpR? Jika merunuf kepa,rla slstem kekuasaan
kehakiman Indonesia dewasa ini, uji rnateri dibebankan kepada Mahkamah
Konstitusi. Akan terapi kgwgnangan Mahkamah Konsitusi sebatas ujimateri undang-urdang terhadap uuo. Tidak ada ketentuan khusus yan'g
mengatur tata cara_pengujian Tap MpR terhadap uuD atapun'urj
terhadap TAP MpR- Mahkamah Konstitusi tidak boreh serta merta
melakukan pengujian terhadap Tap MpR, kecuali Mahkamah Konstitusi
melalcukan upaya hukum progresifieperti yang dilahkan serama ini.

Akan tetapi, jika merunut kepada-Tui'tr,fn Nomor I[\dpR/2003
khususnya dalam ketentuan pasai 4, maka Mahkamah Konstitusi
sebenarnya 

-drprt rcrakukan pengujian terhadap Tap MpR. Hal tersebut
mengingat keteotrun Pasal 4 faf fv{Pn Nomor I/IvIpR/2003, secara
tersirat telah renyamakan kedudukan Tap MpR a.ngun produk undang-
undang vang diharuskan untuk dibuat sebagai dgt#i;;; yang diatur

lm
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dalam Tap MPR sebelumnya. Kecuali Tap MPR yang disebutkan dalam

Pasal 2 Tap MPR Nomor I/MP22003, Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang mengujinya sebab ketentuan Pasal 2 tersebut tidak

mensyaraikan p*roUrt un atau pencabutan melalui undang'undang

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4'- 
Kedudukan dan klwenangan MPR sebelum dan sesudah perubahan

UUD 1945 sangatlan berbeda. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa

MPR dapat dlkatakan eksist, ketika menialankan. kewenangan yang

riiberikan oleh uuD. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga perwakilan

utuh, akan tetapicendrung meniarli ".ioint sesion" antala anggota DPR dan

anggota DPD yang ,r**iliki iungli bersifat lembaga konstituante yang

beiirgas merubah dan menetapkan lJndang-undang PutT:
Dimasukkannya kemlrali Tap tUpn ke dalam hierarki peraturan

perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf

il Unaunf-Undan[ Nornoil2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

perundarig-undanlan, memberikan implikasi hukum, yakni diharuskannya

Tap MpL sebagai ruiukan bagi peraturan perundang-undangan yang

U.iua, dibawahnla, baii< UU/Perppu, PP, Perpres-atalpln Perda'

Ketetapan t{Fn yune dimaksud.dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor-l2 lahun 201 1 tentang fqmlefukan Peraturan

Peruniang-undingan, adalah Tap MPR yang m-eJguk-hasil Sidang U*YT
MPR Tahun 2003 yang melahirkan rap ueR Nomor I/I'{PR/2003,

khususnya pada pasal 2 dan Pasal 4.

Ketetapan MPR tetap saja boleh ada dan dikeluarkan oleh MPR,

tetapi terbatas hanya untuk p.n"tapan yang bersifat beschikking (konkret

aan' inOividual) siperti Tap tentang pengangkata-n Presiderq ketetapan

tentang pemberheniian Preiiden dan sebagainya. Ketetapan MPR dapat

dij;Jifa; sebagai sumber hukum materiil (bahan pembuatan hukum),

,ru*un bukan sumber hukum formal (peraturan perundang'undangan)'

s.uugui sumber hukum materiil, tap MrR bisa menjadi bahan hukum

r.prtit"f"ya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam

*Iry*.f."t, sosial ian ekonomi masyarakat, warisan sejarah dan budaya

bangsa dan lainnya.
Pengujian terhadap Tap MPR terhadap -UUD 1945 mauPYl

Undang-U;dang t.rfrua"p fap Upn sebagai- konsekuensi hierarki

p"*na-ung-undingan yang diatur dalam 7 ayatlit trquf g Undang-Un9*g

ilo*o, lZ Tad; ian tentang Pembentukan Perattran Perundang'

uodung*, tidak memiliki landasan mekanisme atau ketentuan pengujian'

Matrkimah Konstitusi tidak serta merta dapat menguji fup VIB' kecuali

iup MpR yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Tap pIPR Nomor
ytrrtppZOOf i yan'g dipersamakan dengan produk undang-undang.

42 I
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BAB VI
PROSES DAN TIKNIK PIMBENTI.]KAN
PERAT URAN PERUNDA NG- UXOa,XCaX

l:::.^:Itlenf ukal.peratu ran perundang_undangan
ecga prinsip terdapat rirna pers.oatun yung cribenahi crararn uuD r94s,

fl:^'T*J.f kecta,tata,' *[v.,,' hff ;ffi';#;* "-il'"i]ij;16, r\gr(ui:lla4ll

:.tffIt{ll' fehrasaan 
parlem.o.'jrn kek,asaan kehakirnan. u't,k

X]::*:l,r::o':ti:" ,lu,lr;r s,aja, uuo re4s terralu iongg^, clalam
,L,rrr.iu;' ?;#i;;i ffii;t}1A11(!qlrrr L-^l^-L &rrrgxctll ulltLlr\

:l:::::,,1::,.k:l:Tou*uj, \.{pR nalarn undaus-u,,.rr,,s,uig ctibuat oleh

*3:':::l rakvat ini' serraru;[;--il;ilfii n,-qsi kontror ataspemerintah.

A.

S

Penrbahan UUD 1945 sesrtttgguhnya clilakukan untuk membatasikekuasaan ekselortif yang seberu,*if, sangat besar cran merarnbarr kebidang legislatif dan yudlkatrt oa'rai" lricrang legisrati{ pasca rerbrrnasikonstitusi, terjadi pergeseran kervenangan m.rrrb.r,tuk 0nda,g-u'crangyang keln,"r**ui simura teraaa- a tangan presicren, ki,i rnenjacrikewenangan DpR-
Berkaitan dengan pembenhrka, uncra,g-u,cra'g ya,g rnelibatka' flrngsi
P-P.l 9g Presiden'. terdapat .b.td;'Ianclasan pengat,ran bam clalarnUUD 1945 anhra,lain sebagai fr.rit,"t,"
l ' Beralihop kekuasaan membentuk unclang-unclang clari presicle,

kepada DPR (Pasal 20 ayat f rl *uruupun setiap Rarrcangan Unclang-undang dibahas di Dp{ aan 
'presla;;i,k1"il;;t 

perseruj,an
bersarna (pasal20 ayat (2));

Khnli* S/g., SL, I|,;rurrr
leg
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2. Kewajiban Presiden mengesahkan Rancangan undang-undang

menjadi undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi

Undang-Undang (Pasal20 aYat (4));

3. Sahnya UndangiJndang setelah lewat waktu 30 hari sejak persetujgan

bersama atas Rancanfan Undang-Undang dalam hal RUU tersebut

tidak disahkan oleh Presiden (Pasal20 ayat (5));

4. Adanya lJndang-Undang organik yang mengatur ]lntane tata cara

pembentukan Peiaturan Perundang-undangan (Pasal 22 A) dan;

5.TugaspengundanganPeraturanPerundang.undangarrdiserahkan
kepala menteri y*g tugas dan tanggung jawabnya di bidang

peraturan perundang'undangan (Pasal 48)'

Berdasarkan lraial 20 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan untuk

membentuk lJndang-Undang atla pada Dewan Perwakilan Rakyat'

Selanjutnya, di dalal pasal 20 ayat (2) UU?-1945 diatw bahwa setiep

Rancangan Undang-gpdang (RUU) ditahas olel-r DPR dan Presiden utrtuk

mendapatkan persetujuan bersama'

Proses p"mbentukan Undang-Undang diatur dalam undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan undang-undang

juga diatrir dalam Undang-Undang_Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

rJr*uuyu*aratan Rakya[ Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'

Berdasarkan Pasal t0 ayat (t; Unaung-Undang Nomor 12 Tahun

z}ll,materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah:

;. prngutur* leUifr tai.lut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar

Ntgara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perlntah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Und*g;

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;

d. iinak hnjui atas iutusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

e. pemenuhankebutuhan hukum dalam masyarakat' 
-

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}ll, proses pembuatan

undang-undung aiui;; dalam Fasal 16 sampai Pasal 23, Pasal 43 sampai

pasat -51, 
aun purui 65 sampai Pasal 74. Sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009, pembentukan undang-undang djatur

dalam Pasal 142 sampai Pasa1163. Untuk proses selengkapnya, dapat

dilihat pada Tata Tertib DPR mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-

*aung. geraasarkan ketentuan undang-utd"ng Nomor 12 Tahun 2011,

Undarig-UnOang Nomo r 27 Tafuin Z0-09 dan Tata Tertib DPR tersebut,

akan Penulis sarikan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut:

ul Khalid, S.Ag., SH., M'tlum
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-ILMU 
PERI'I{DAITG.T'I{DAI{GAII

RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden;
RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi,
atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi
atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
RUU -yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau
pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup
tugas dan tanggung jawabnya;
RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun
serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang
telah diurutkan prioritas pembahasannya;

5. setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah
Akademik kecuali untuk RUL/ Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), RUU Penetapan Peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang (Perppu) nienjadi Undang-Undang. serta RUU
pencabutan Undang-Undang atau pencabutan perppu.

6. Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU d;n membagikan RUU
kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna;
DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut
berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan;
selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan;
Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan
komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat
panitia khusus;

10. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar
musyawaratq pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan
penyampaian pendapat mini fraksi;

I 1. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna, dalam rapat
paripurna berisi:
a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi,

pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
b. pemyataan persetujuan atau penolakan dari tiap+iap fraksi dan

anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna;
dan

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang
mewakilinya.

12. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufhkat,
keputusan diambil dengan suara terbanyak;

Khalid, S,Ag., SH., M,Hum les
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13. RUU yarlg nlemlrahas tentaug otononli claerah; Iubungan pusat dan
daerah, pembentukan, penrekaran, elan penggabungan rvilayah;
pengelolaan snnrber daya alanr atau snmber daya lainnya; clan
periurbangan keuangau pusat dan daerah, dilakukan dengan
nrelibatltan DPD tetapi hanya pada pemlricaraan tingkat I saja;

14, Dalanr penyiapan clan penrbahasan RUU, termasuk pembahasan RUU
tentang APBN, nrasyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dar/atau teftulis kepada DPR nrelalui pinrpinan DPR dar/atau alat
helengkapan DPR lainnya;

15. RUU yang telah nreudapat persetujuan bersama DPR dengan Presielen
diserahkan kepacla Presiclen untuk clilubuhkarl tallda tangan,
clitanrltahkan kalinrat pengesaharl, serta rliundangkan clalanr lenrtrararr
Negara Republ ik Indonesia.

Pettyusunan Ratcanga rt Uttdang-Unclang c'lilal'ukan Penuakarsa't:
berclasarkan Prolegnas'''', Pen\.'usunan Rancangau Unclang-Undang yang
diclasarkan prole-{nas tidak utetnerlukau persetujuan izin prakarsa clari
Presiden. Namuu pemrakarsa melaporkan peuyiapan dan* penylsu[arl
Rancangan Undang-Undang kepada Presiden secara berkala.

Dalam keadaan tertentrr, Penuakarsa dapat menylsun Rancangan
Unclang-Unclang di luar prolegnas setelah terlebih dahulu nrengajukan
permohouan igin praharsa kepada presiclen, elengan disertai penjelasan
me ngenai konsep si pe llgaturall Ranc angan Undang-Undan-u yang me I iput i:
l. ur-Eensi dan tujuan penyusllnall;
2. sasarau yang ingin dirvujudkan;
3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. jangkauan serta arah pengaturall.

Keadaan tertentu adalah:
I. menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi
Undang-Undang;

3r Petnrakarsa adalah menterilpiurpiunn lenbaga pemeriutatr uon depanemen i,nug
menga.iukan rrsnl penylsurtn Rrncaugau Uudang-Undang. Rancaugan Peranuau
Pemerintah Pengganti Undaug-Uudang. Raucangm Peraruran Peuerinmh. dnu
Raucan gan Peranuau Presiden.3: Program Legislasi Nasioual. 1'ang selau.iutul,a disiugkat Proleguas. adalah
instnturen perenc&uaan progrum pembennrkau UndangUndarg )€og disusrur sec&ra
berencana. terpadu. dau sistematis,It Pasal 2 Peramran Presideu Nornor 68 Tahun 2005 rentarg Tata Cara
Mentpersiapkau Rancangan Undang-Undang. Rancaugtu Peranrran Pemerittah Penggauti
Uttdang-Uudang" Raucaugau Peranran Peurerintah^ dan Raucangan Perailran Presideu,
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2. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
3. melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;
4. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
atau
5. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional

atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersarna
oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri.

Konsepsi dan materi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang
disusun harus selaras dengan falsafah negara Pancasiia, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain, dan
kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan
Undang-Undang tersebut.

Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang dapat
terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan
diatur dalam Rancangan Undang-Undaog, yang memuat dasar frlosofis,
sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
Penyuzunan Naskah Akademik tersebut dilakukan oleh Pemrakarsa
bersama-sama dengan Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang petaturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat
diserahkan kepada E)erguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang
mempunyai keahlianjt

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang,
tujuan penyusunarL sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup,
jangkauarg objelq atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.36

Dalam pen)rusunan Rancangan Undang-Undang, Pecuakarsa
membentuk Panitia Antar departemen, yang keanggotaannya terdiri atas
unsur departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait
dengan zubstansi Rancangan Undang-Undang. Panitia Antar departemen
dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa, yang
dibentuk setehh Prolegnas ditetapkan DPR."

Dalam raogka pembentukan Panitia Antardepartemen, Pernrakarsa
mengajukan rurat permintaan keanggotaan Panitia Antardepartemen
kepada Menrcri dan menteri/pimpinan lembaga terkait, disertai dengan
konsepsi, pokok-pokok materi, dan hal-hal lain yang dapat memberikan

3s Pasal 5 Pcrsrm hcsidenNmror 68 Tahun 2005.

ii p.tA I agka 7 Peraarar Presiden Nomor 68 Tatrun 2005.

'' Pasal 6 Pcranrm hcsidcn Nqnor 68 Tahrxr 2005.
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g_ambaran mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-
Undang.

Maka Menteri dan menterilpimpinan lembaga terkait menugaskan
pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ut ti huk m, dan/atau
perancang peraturan perundang-undangan yang secara teknis menguasai
permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan undang- uidang.
Penyampaian nama pejabat, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan
perundang-undangan dilakukan paling lama 7 ltujuh) hari klrja setelah
tanggal diterimanya surat permintaan oleh Menteri dun menteriipimpinan
lembaga terkait. Lalu Pemrakarsa menetapkan surat k.puiurun
pembentukan Panitia Aniar departemen paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja sejak t^Tggal surat permintaan keanggotaan panitia
Antardepartemen.3s

Keikutsertaan wakil dari Departemen yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dalam setiap panitii
Antardepartemen sebagaimana dimaksud datram pasal I ayat (1)
dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian Rancangan undang-
Undang_ dan teknik perancangan perundang-irndangan. 3e

Kepala biro hukurn atau kepala satuan kerja yang
menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-unaangan padl
lembaga Pemrakarsa, secara fungsional uertinaat sebagai J.m.t*i,
Panitia Antardepartemen. ou

Panitia Antardepartemen rnenitikberatkan
permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai
diaturjangkauan, dan arah pengaturan.

Kegiatan perancangan yang meliputi penyiaparl pengolahan, dan
perumusan Rancangan undang-undang dilaksanakan oleh biro hukum
atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan
peruqdals-undangan pada lembaga Pernrakarsa, lehnjutnya d-'isampaikan
kepada Panitia Antardepartemen untuk diteliti kesesuaiannyu d."gun
prinsip-prinsip yang telah disepakati,

Pejabat, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan perundang-

ln{angan, wajib menyampaikan laporan kepada dariatau meminta arahandari menterilpimpinan lembaga terkait mengenai perkembangan

3E Pasal 7 Peraturan kesiden Nomor 68 Tahun 2005.
3e Pasal 8 Peraturan presiden Nomor Ot fafrun iOOS.
a0 Pasal 9 Peraturan presiden Nomor OA fafrun ioOS.

pembahasan pada
objek yang akan

+sl

L
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penyusunan Rancangan Undang-Undang datlatau permasalahan yang
dihadapi.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di tingkat Panitia
Antardepartemen. Pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari
lingkungan p€rguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik,
profesi. dan kemasl'arakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam
penyusunan Rancangan UndangUndang.

Ketua Panitia Antardepartemen melaporkan perkembangan
penyusunan Rancangan Undang- Undang dar/atau permasalahan yang
dihadapi kepada Pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.al
Ketua Panitia Antardepartemen menyampaikan perumusan akhir
Rancangan Undang-Undang kepada Pemrakarsa, disertai dengan
penjeiasan secukupnl'a.42

Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang.
Pemrairarsa dapat menl'ebarluaskan Rancangan Undang-Undang kepada
masyarakat, untuk dijadikan bahan oleh Panitia Antardepartemen sebagai
penyempumaan Rancangan UndangUnd*g. *'

Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada
Menteri dan menteril'pimpinan lembaga terkait untuk memperoleh
pertimbangan dan paraf persetujuan, dengan mengutamakan harmonisasi
konsepsi dan teknik perancangan perundang-undangan.aa

Penlampaian penimbangan dan paraf persetujuan dari Menteri dan
menteri/pimpinan lembaga terkait diberikan dalam jangka waktu paling
lama l4..(empat belas) hari kerja sejak Rancangan Undang-Undang
diterima.ot

Dalam hal Pemrakarsa melihat adanya perbedaan di antara
pertimbangaq Pemrakarsa bersama dengan Menteri menyelesaikan
perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait yang
bersangkutan.l5

Apabiia upaya penyelesaian tidak memberikan hasil, Menteri
melaporkan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Presiden untuk
memperoleh keputusan.

ar Pasal I I Peran:ran Presiden Nomor 68 Tahun 2005.
a2 Pasal 12 Perartnan Presiden Nomor 68 Tahun 2005.
a' Pasal 13 Perarr:ran hesiden Nomor 68 Tahun 2005.
aa Pasal 14 Peratr-nan hesidan Nomor 68 Tahun 2005.
o' Pasal 15 Peraruran Presiden Nomor 68 Tatrun 2005,
a6 Pasal 16 Perannan Presiden Nomor 68 Tahun 2005.
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Apabila Rancangan Undang-Undang tersebut sudah tidak memiliki
permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun dari segi teknik
perancangan perundang-undangan, Pemrakarsa mengajukan Rancangan
Undang- Undang tersebut kepada Presiden guna penyampaiannya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Menteri.*'

Apabila Presiden berpendapat Rancangan Undang-Undang masih
mengandung permasalahan, Presiden menugaskan Menteri dan
Pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan
Rancangan Undang- Undang tersebut. Rancangan Undang-Undang yang
telah disempurnakan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
penugasan dengan tembusan kepada Menteri.as

Terhadap Rancangan Undang-Undang yang disusun dan
disampaikan oleh Dewan Ferwakilan Rakyat, Presiden menugaskan
menteri yang tugas pokoknya membidangi substansi Rancangan Undang-
Undang tersebut untuk mengkoordinasikan pembahasannya dengan
Menteri dan menteri/lembaga pemerintah nondepartemen terkait.ae

Menteri yang ditugasi menyiapkan pandangan dan pendapat
Pemerintah serta menyiapkan saran penyempumaan yang diperlukan
dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalatr, dengan berkoordinasi dengan
Menteri dan menteri/p i rnp inan lembaga pe rnerintah no ndepartemen terkait.
Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam penyiapan, Menteri dan
menteri yang ditugasi rnelapor kepada Presiden untuk memperoleh
keputusan atau arahan.so

Pandangan dan pendapat Pemerintah serta Daftar Inventarisasi
Masalah disampaikan kepada Presiden. Lalu Presiden menunjuk menteri
yang mewakilinya untuk pembahasan di DPR dan menyampaikan
penunjukan tersebut kepada Pimpinan DPR Penunjukan menteri dan
penyampaian pendapat Pemerintah kepada Pimpinan DPR disampaikan
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat
Pimpinan DPR diterima.

Dalam hal ikhwal kegentingan yang mernaks4 Presiden
memerintahkan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

a7 Pasal 19 Peraturan kesiden Nomor 68 Tahwr 2005.
as Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahrur 2005.
ae 

Pasal 3l Pcratwan Presiden Nomor 68 Tahun 2005,
50 Pasal 32 Peraturan kesiden Nomor 68 Tahun 2005.
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undang.sl Presiden menugaskan penyusunan Rancangan perattuan
Pemerintah Pengganti undang-undang kepada menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya meliputi materi yang akan diatur dalam peraturan
Pemerintah Pengganti undang-undang tersebut. Dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang, menteri
tersebut berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/pimpinan lembaga
terkait.s2

setehh Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
ditetapkan oleh Presiden, menteri bersangkutan menyusun
Undang-Undang mengenai penetapan peraturan pemerintah
Undang-Undang menjadi Undang- Undang. 53

Dalam penyusunan Rancangan peraturan pemerintah, pemrakarsa
membentuk Panitia Antardepartemen, yang tata cara pembentukan panitia
AntardepartemerL pengharmonisasian, penyLrsunan, dan penyampaian
Rancangan Peraturan Pemerintah kepada presiden berlaku ,Ltuti,
mutandis ketentrun Bab II Peraturan Presiden Nomor 6g rahun 2005.54

Demikian pula halnya dengan penyusunan Rancangan peraturan
Presiden, pemrakarsa dapat membentuk panitia Antardepartemen, yang
tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian,

leny]lsuryn, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden kepada
Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab II peraturan preiiden
Nomor 68 Tahm2005.55

Rarrcangan pcrdur@ da€rah dapat berasal dari DPRD atau
Gubernur atau Brrymi/valfto4 masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kahedcrL atau kota

Rancangan Pcruurm Da€rah dapat disampaikan oreh anggota,
komisi, gabungan komisi, atau alat keiengkapan DpRD yung khurrt
menangani bidary Eislast l(etemrun lebih lanjut mengenai 1a,B cara
mempersiapkan namngan Perduran Daerah diatur dalam Peraturan Tata
Tertib Dewan Pcrc,rlkihn Rakft Da€rah.

Rancaogan Ferorran Da€rah yang telah disiapkan oleh Gubemur
atau BupatiAraukota auqa*an dengan surat pengantar Gubernur atau
BupatiAffalikota kepada DPRD oleh Gubernur atau Bupati/walikota.

Rancangan
Pengganti

1l 
pur.t 36 Perrfirm Presidea Nomor 68 Tahun 2005.

li pur"t 3? Perarm Presidea Nms 6E Tatlm 2005.
i] p"r"t 3E q,?t (t) Pcrerm Presidqr Nmror 6g Tafrun 2005.
:i Pu."l 39 Perera Pr€sid€a Nma 68 Tatrun 2005.
55 Pasal 39 Perdrra Presid€n Nomr Og iahm ZOOS.
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Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau
Bupati/Walikota.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DFRD, sedangkan penyebarluasan

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau
Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang, Gubernur atau Bupati/Walikota
dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi
yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang
disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang
disampaikan oleh Gubernur atau BupatilWalikota digunakan sebagai
bahan untuk dipersandingkan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.s6

Perencanaan penyusuna! Undang-Undang dilakukan dalam suatu
Program Legislasi Nasional", sedangkan Perencanaan penyusunan
Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program -I,egislasi Daerah
Provinsi dan Program Legislasi Daerah Kabupaten/I(ota.to

Penyusunan Program Legislasi Nasional antara DPR dan
Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Program Legislasi
Nasional di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR
yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan Penyusunan Program
Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri

ffi:,Lff:rdan 
tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang'

a. Tahap Persiapan Pembentukan Peraturan Pemndang-Undengan
1) Persiapan Pembentukan Undang-Undang

56 Pasal I angka I Uudang-Undang Nomor 12 Tatrun 201l.
" Progam Legislasi Nasional yaflg selanjumya disebut Prolegnas adalah inshtmen

perencanaan program pembentukan Undang-Undang )ang disusrur secara bere,ncana,

terpadq dan sistematis. Lihat dalam Pasal I angka I Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun
2005-tentang Tata Cara Penyususnan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

'o Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l.
5e Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 201 l.
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Rancangan undang-undang baik yang berasal dari DpR, presiden,
maupun dari DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DpD tersebut adalah
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pernbentukan dan pemekaran serta
penggabungan daeratq pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah. Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau
Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar program
Legislasi Nasional.6

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan
oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondeparternen, sesuai
dengan lingl-up rugas dan tanggung jawabnya. pengharrnonisasian,

pembulatarg dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang
berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugis dan
tanggung jawabnya di bidang hukum.6r

sedangkan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan
Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan perwakilan Rakyat. serta
rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah
dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan perwakilan
Rakyat, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat dan Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Daerah.

Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh presiden
diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DpR, dengan penegasan
tentang menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan
pembahasan rancargan undang-undang di DpR. selanjutnya DpR mulai

ftTbrhur rarcangan undang-undang tersebut, dalarn jangka waktu paling
lambat ff) (enam puluh) hari sejak surat presiden diterima, dengan naska[
yang diperbanyak oleh menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa.

_ sedagkan Rancangan undang.undang yang telah disiapkan oleh
DPR disaqaikan dengan surat pimpinan DpR kepada presiden, dan
Presiden rqernrgasi renteri yang mewakili untuk membahas rancangan
undang-undnng bqsama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam
puluh) ha.i sejak $ral pinpinan DPR diterima.

Peryebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DpR
dilaksanakaa oleh Sctretariat Jenderal DpR, sedangkan penyebarluasan

tr Pasot A cyn@) t-namSUn,l*ng Nomor 12 Tahun 201 l.o' 
Passl 2l syr(a) thdmst ndang Nomor 12 Tahun 201 l.
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rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden yang dilaksanakan
oleh instansi pemrakarsa.

Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan Presiden menyampaikan
rancangan undang-undang mengenai materi yang sama, maka yang
dibahas adalah rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR,
sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Konsepsi dan materi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang
disusun harus selaras dengan falsafah negara Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain, dan
kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan
Undang-Undang tersebut.

Pemtakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang dapat
terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan
diatur dalam Rancangan Undang-Undang, yang memuat dasar filosofis,
sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
Penyusunan Naskah Akademik tersebut dilakukan oleh Pemrakarsa
bersama-sama dengan Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat
diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang
mempunyai keahlian.o'

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang,
tujuan penyusunan, sasarao yang ingin diwujudkan dan lin-gkup,
jangkauar; objek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.o'

2) Persiapan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden

memerintahkan penyusunan Peratwan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.o* Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya meliputi materi yang akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut, Dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menteri

62 
Pasal 5 Peratuan kesiden Nomor 68 Tahun 2005.

63 Pasal I angka 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tatrun 2005.
uo Pasal 36 Peraturan hesiden Nomor 68 Tahun 2005.
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tersebu.t- berkoordinasi dengan Menteri dan menterilpimpinan lernbaga
terkart.""

Setelah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
ditetapkan oleh Presiden, menteri bersangkutan menyusun Ranc*gun
Undang-undanr mengenai penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang menjadi Undang- Undang.66

3) Persiapan Pembentukan Peraturan pemerintah
Dalan penvusunan Rancangan peraturan pemerintah, pemrakarsa

membenruk Pa.ritia Antardepar:temen, yang tata cara pembentukan panitia
Antardepaneni-n. pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian
Rancangan Peraruran Pemerintah kepada presiden berlaku mutatis
mutandis keteniuan Bab II Peraturan Fresiden Nomor 68 Tahun 2005.

4) Persiapan Pembentukan Peraturan presiden

Demuliian pula halnya dengan penyusunan Rancangan peraturan
Presiderl pemrakarsa dapat membentuk Panitia Antardepartemen, yang
tata cara pembenrukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian,
penyusunarl dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden kepada
Presiden berlaliu mutatis mutandis ketentuan Bab II peraturan presiden
Nomor 68 Tahun 2005.

5) Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah
Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau

Gubernur atau Bupatilwalikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Rancangan Peraturan Daerah dapat disampaikan oleh anggot4
komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DpRD yang khusut
menangani bidang legislasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caru
mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur
atau Bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar Gubernur atau
Bupati/walikota kepada DPRD oleh Gubernur atau Bupati/walikota.
sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DpRD

65 
Pasal 37 Peran:ran Presiden Nomor 68 Tahun 2005.6 Pasal 38 ayat (l) Paaruran Presidsr Nomor 68 Tdrun 2005.
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disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernr.r atau
Bupati/Walikota.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari
DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, sedangkan penyebarluasan

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau

Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
Apabila dalam satu masa sidang, Gubernur atau Bupati/Walikota

dan DPRD rnenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi
yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang
disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang
disampaikan oleh Gubernur atau BupatilWalikota digunakan sebagai
bahan untuk dipersandingkan.

b. Tahap Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
1) Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pembahasan rancangan undang-undang di DPR dilakukan oleh
DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Sedangkan
pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan
dengan mengikutkan DPD.

Keikutsertaan DPD dalam pernbahasan rancangan undang-undang
hanya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus
menangani bidang legislasi. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan
rancangan undang-undang diwakili oleh komisi yang membidangi materi
muatan rancangan undang-undang yang dibahas.

Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat
pembicaraan, yakni rapat komisi/panitialalat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat
paripurna.

Dalam hal keikutsertaan DPD pada pembahasan rancangan
undang-undang, DPR memberitahukan DPD akan dimulainya pembahasan

rancangan undang-undang tersebut. Lalu DPD memberikan pertimbangan
kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas
bersama oleh DPR dan Presiden. Sedangkan rancangan undang-undang

s6 I
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yangSedsl}.g,Jibahashanyadapatditarikkembaliberdasarkanpersetujuan
bersama DPR dan Presiden'

Pemhahasan rancangan undang-undang ttnLung penetapan

peratwan pemerintah p."ggJr,,i Undang-tndang menj adi undang-undang

dilaksanaxian *.rriri nie-k*ni'mt ying tu*9 .dengan ry*!f1::
rancangan una*g-rnaang' Dewan-Penvakilan Rakyat hanya menerlma

atau me n: lr* p.rul*un P Jmerintah Penggant i.Undang-Undang'

Dai:r: i',ri iun.ungun undang-undang mengenai penetapan

peralur a:i p. n::r i rrah' p.,g gt"i undanglundang me nj ad i, und ang-undang

ditolak oi:h DpR "r.6 
p.i.turan Pemirintah Pengganti undang-undang

tersebui di:ri arakan-riJrr berlaku, maka presiden mengajukan ranoangan

undang_undrnl r.;;;;_; pencabutan peraturan pernerintah pengganti

undang-uno.t-. ,.r--.Uui 1:ung dapat #ngatur pula segala akibat dari

penolakan iers:'ru:.
Rancanganundang.undangyangtelahdisetujuibersamaolehDPR

dan presid.* O*lrffio ot.t 
"pi*p-inan 

DPR. kepada Presiden untuk

disahkan *.n1"ai"'L;naang-undang, yang dilakukan dalam jangka

waktupaling larnbar 1--iu.i;.,1 hari-terhitung sejak tanggal persetujuan

bersama.
Rancangan undang-undang. disahkan oleh Presiden dengan

membubul*iun ro3u t'u'ga"n dalani jangka waktu pating lambat 30 (tiga

pululr)harirja.k'*oungunundang.undangtersebutdisetujuibersama
oleh DpR O.n 

'pr.rii.n. 
Jika ,un.urigun undang-undang tt9?!

ditandata.rgan-r oieh Presiden dalam waktu puting.lamfai 30 (tiga puluh)

hari sejali r"d; unA*g-unOung t.rr.'but disetujui bersama, maka

rancangan "ro"rE-*d""g 
t-ersebut sah menjadi u:rdang-Undang dan

wajib airnO"oekft-;;;g* kalimat p.ngttu[r*: o'Undang-Undang ini

dinyatalcan sah berdasarkan ketentuan Pasil 20 ayat (5) undang'undang

DasarNegaran.p,uril..r,aonesiaTahun:Ig45"yangdibubulil<anpada
halaman terakhir undang-undang sebelum P.engundangan naskah

undang-undang ke dalam GmbaranNegaf a Republik Indonesia.

2) Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Pe3!13 Daerah

p.rtulr..o n*.*gln Peraturan Da'erah di DPRD dilakukan oleh

DPRD bersama out ** a:tau Bupati/Walikota, yang dilakukan melatui

tingkat+ingkar ;;;t* yakni dalam rapat komisilpanitia/alat

kelengkapan DPfrt)="g khusus menangani bidang legislasi dan rapat

paripuma"
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Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebetrum

dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur atau BupatilWalikota.
Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas, hanya
dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan
Gubernur atau Bupati/Walikota.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh
DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan
DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah
tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau
BupatilWalikota. Jika Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani
oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama,
maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah
dan wajib diundangkan, dengan kalimat pengesahannya berbunyi:
"Peraturan Daerah ini dinyatakan sah" yang dibubuhkan pada halaman
terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan
Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

3) Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan

harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:
a) Lembaran Negara Republik Indonesia;
b) Berita Negara Republik Indonesia;
c) Lembaran Daerah; atau
d) Berita Daerah.
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
a) Undang-UndanglPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
b) PeraturanPemerintah;
c) Perattran Presiden mengenai:
d) pengesahan perjanjian antaru negara Republik Indonesia dan

negara lain atau badan internasional; dan
e) pernyataankeadaanbahaya.

s8 I Klwlid, S,Ag., SH., M,Ilum
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0 Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan lain yafig menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat
penjelasan Peraruran Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia. Sedangkan Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia m:muat penj elasan Peraturut Perundang-undangan yang dimuat
dalam Berira Negara Republik Indonesia.

Peng,,.rndangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia
dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
peraturan perundang-u ndangan,

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati/Walikota amu peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita
Daerah. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan
Berita Daerah dilalEsanalian oleh sekretaris daerah.

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan mensikar pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di
d alam P eraruran P erundan g-undang an yang bersangkutan.

Pemcrintah rvaj ib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan
yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau
Berita Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah wajib
menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan
dalam Berita Daerah"

B. Teknik Pembentoken Peratu ran Perundan g-undangan

A. Judul

Judul Peraruran Perundang-undangan memuat keterangan

mengenal

Perafuran

Dornor. tahun pengundangan atau penetapan, dan nama

Penmdang-und4rrgan. Nama Peraturan Perundang-undangan

Klulid S;{9., SFi, t{'.rtun lss
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dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan

undangar, ya,g dinrlis seluruhnya cle,ga, huruf kapital cla,
tengah marjin taupa diakhiri tancla baca.

Perundang-

diletakan di

U{DANG.UNDANG REPUBLIK INDONE S IA
NOMOR I.5 TAHTJN 2OO2

TENTANG
TINDAI( PIDANA PENCUCIAN UANG

Jika Peratnran penrnclaug-n*dangan niengalami penrbahan"
ntaka ditanrbahkan frase perubarran atns cri depa, nalna peraturan

Penrndang-uudangan yang cliu Lrah tersebnt.

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2OO3

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LINDANG.UNDANG NOMOR 15

TAHUN 2OO2 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jika Peratrtratl Perttnclang-unclangan telah cliubah lebih clari I
(satu) hali, maka di a,tara kata perubarran cran kata atas crisisiprcan
keterangau yang ntenunjukkan berapa kali penrbahap tersebut telah
dilakukan, tanpa merinci penr bahan sebelunurya.

TJNDANG.UNDANG REFUBLIK INDONE S IA
NOMOR ... TAHIJN

PE RUB AHAN KE T I ;iHTO*D ANG. TINDAN G
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

Dalam hal pe,cab,tan peraturan penrnclang-unclangan, maka
pada j,dul Peraturan penrncra,g-uncrangan disisipkan kata pencnbutan cli
depan nama Peraturan penrnclang-uncl angan yang cl ica but.
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L\ DANG.TNDANG REPUBLI K INDONESIA
NOMOR 10 TAHI.IN 1985

TENTANG
PE\C.{BI-T,{\ TiNDANG.LNDANG NOMOR 4 TAHTN 1970

TE\T.{\ G PE },{B ENTUKAN DAERAH PERDAGAN GAN BEBAS
DAN

PELABUHAN BEBAS SABANG

Da.:-n hal penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang qPcipur menjadi Undang-Undang, maka ditambahkan kata

p€netapan di depan nama Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan dan d iakhir i de ngan frase menj adi Undan g-Undan g.

L}D.l.\' G.LT.i DAN G REPUBLT K IND ONE S IA
NOMOR 15 TAHI-IN 2OO3

TENTANG
PENE TAP..L\ P E RA.T URAi\ PEMERI NTAH PENGGANTI I-INDANG.
LINDA,r\G \O\{OR 1 TAHLIN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN

T INDAK PI D,{\ A TE ROzu SME MENJADI TiNDAN G_TINDAN G

Dalam hal pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional,

maka pada judul peraturan perundang-undangan tersebut ditambahkan kata

pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang

akan disahkan.

Jfta dalam perjanjian atau persetujuan internasional tersebut

menggunakan bahasa Indonesia sebagai teks resmi, maka nama perjanjian

atau persetujuan ditulis dalarn bahasa Indonesia, yang diikuti oleh teks

resmi balrasa asrtrg yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan

di antara tanda baca kurung.

Khalid S.49., Stl', MItum lor
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LINDANG.LINDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHT]N 1999

TENTANG
PENGESAHA}I PERIAN JIAN ANTAR.A REPUBLI K INDONE S IA

DAN AUSTRALIA MENGENAI BA}{TUA}I TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
AUSTMLIA OT{ MUTUAL ASSISTANCE IAI CRIMI}{AL MATTERS)

Sedangkan jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional,

bahasa Intlonesia tidak digunakan sebagai teks rosmi, maka nam&

perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf

cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang

diletakan di antara tanda baca kurung.

I-INDANG.T]NDA}.IG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTA}.IG
PENGESAI{ A},1 UNITED NATIONS CONYENTION AGAINST ILLICIT
TMFFIC IAI NARCOTIC DRUGS AT{D PSYCHOTROPIC SUBTANCES,

1998
(KONVENSI PERSERI KATAN BANGS A_BANGSA TENTANG
PEMBERA}.ITASAN PEREDARA}'.{ GELAP NARKOTIKA DAN

PSIKOTROPIKA, 1998)

B. Pembukaan

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan

sobelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan

dicantumkan frase Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis

selumhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.
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DE}*Gfu\ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2. Jabatae Pembenruk Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnl'a diikuti jabatan pembentuk Peraturan Perundang-

undangan 1'ang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di

tengah nu,:1rl sena diakhiri dengan tanda baca koma.

PRESIDEI\ REPUBLIK INDONESIA,

3. Konsiiierans

Konsiderans diawali dengan kata Menimbang, yang memuat

uraian singkar mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar

belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-

pokok pikiran tersebut memuat unsur filosofrs, yuridis, dan sosiologis

yang menjadi latar belakang pembuatannya. Jika konsiderans memuat

lebih dari saru pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan

dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap

pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu

kalimat ,vang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca

titik koura- Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan,

rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

& bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan

merupakan salah satu syarat dalam rangka

pembangunan hukum nasional yang hanya dapat

terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang

pastr, baku, dan standar yang mengikat semua

legKhnli{ S.49., StL, M"I*tm
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b,

lemtraga yang berlenaug ntenibuat peratnran
pemndang-undangan;

bahrva uutnk lebih *reni,-skatkan koorclinasi cla,
kelancara, proses pe'rbentuka. peraturau pe*rncla,g-
tunclanga,, maka uegara Rep,blik Inclo'esia sebagai
llegara yang berdasar atas hukum perlu memiliki
peraturan men,'enai pemlrentukan peratnran
p enurd a n_u- u ncl a n_u a n :

Lralr*'a selanra i,i ketentran yang berkaita' crengau
pembeutukalr peraturan penrnclang-undangan terciapat
clalanr beberapa peraturan penrnclang-unclangan yang
sueiah ticlak sesuai lagi clengan hukunr ketatanegaraarr
Republik Indonesia:

cl. bah*'a berdasarkau pertimbargan serragaimana
dimaksud dala,r hu*rf a, humf b, clan hunrf c, perl,
membentuk unclang-unclang tentang pembentukan
Peraturan Peru ndang-urtclangan;

Kortsiderans Peratttratt Penieriutah pacla clasamya cuksp mepruat
satu pertinrbangan yang berisi uraia' ri,_{kas mengenai perlurya
utelaksanakatt ketetttuan pasal atau lleberapa pasal clari Unclang-Ulcla,g
yang memerintal*an pembuatan peraturar pernerintah tersebut, juga clapat

c.

mentuat satrr pokok pikiran yang isinya memnjuk pasal

Undang yang menterintahkan pembuatannya.

Undang-

Meniruba,g: lrahrrya untuk nrelaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3)
unda'g-u,dang No'rcr 26 Tahun 2000 tenta,g
Peugadila, Hak Asasi Manusia perl, menetapkan
Perattran pemerintah tentang Tata Cara perlinclungan

Terhadap Korban dan Saksi cralam peranggaran Hak
Asasi Manusia yang Berat;

erl

I
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4, Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang memuat

dasar ken'enangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan

Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan

Peraturan Perundang-undangan tersebut. Peraturan Perundang-undangan

yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang*

undangan 1'ang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut, atau yang

akan dibentuk. atau yang sudah diundangkan tetapi belurn resmi berlaku,

tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.

Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar

hukum lebih dari satu. maka urutan pencantuman perlu merrrperhatikan

tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama

disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau

penetapann)'a.

Dasar hukum yang diambil dari pasal dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan

pasal atau beberapa pasal yang berkaitan, dengan frase Undang-Undang

Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah

penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Sertangken dasar

Negara Republik Indonesia

tetapi cukup memanrumkan

Kllslid, Slg,:?i M.*t-

hukum yang bukan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal,

n€Lma judul Peraturan Perundang-undangan,
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dengan penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf

kapital..

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden

perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik

Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang

diletakkan di antara tanda baca kurung.

Jika dasar hukurn memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-

undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab l, Z, 3, dan

seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan
Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613);

5. Dikturn

Diktum terdiri atas kata Memutuskaq kata Menetapkan, dan

nama Peraturan Perundang-undangan. Kata Memutuskan ditulis

seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan

diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.

Pada Undang-Undang, sebelum kata Momutuskan dicantumkan

frase Dengan Fersetujuan Bercama DEWAII PERIYAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PR.ESIDEN REPUBLIK
INDOIIESIA yang diletakkan di tengah marjin
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWA}I PERWAKILANI RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSI(A}.I:

Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan

frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH (nama daerah) dan

GUBERNURIBUPATI/WALIKOrA ... (nama daerah), yang dituris

seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATEM UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Ifuta Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan

yarig disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.

Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri

dengan tanda baca titik dua. Nama yang tercantum dalam judul

Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata

Menetep}u dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan

Perudangflodarym tanpa frase Republik Indonesia, serta ditulis

seluruhnya deqgan hunrfkapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

letI<haM SJ{b gL LIfryn
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Menetapkan: LINDANG.UNDANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURA}{ PERTINDANG-
UNDANGAN.

C. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semlra

substansi Peraturan Perundang-undangan 1'ang dirumuskan dalarn pasal-

pasal. Pada umumnya substansi dalam ba:ang tubuh dikeloinpokkan

dalam:

1. Ketentuan Umum;

2. Materi Pokok yang Diatur;

3. Ketentuan Pidana (ika diperlukan):

4. Ketentuan Peralihan fiika diperl**);
5. Ketentuan Penutup.

Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihinclari

adanya bab ketentuan lain-lain atau sejenisnl.a.

diupayakan untuk rnasuk ke dalam bab-bab

dimuat dalarn bab tersendiri dengan judul yang

diatur.

\[ateri vang bersangkutan,

1"ang ada atau dapat pula

sesuai dengan materi yang

substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi

keperdataan atas pelanggaran norrna tersebut. dirumuskan menjadi satu

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau

sanksi keperdataan.

Jika norma yang

keperdataan terdapat lebih dari

keperdataan dirumuskan dalam

6sl

memberikan sanksi administratif atau

satu pasal sanksi sdmini-srrarif atau sar{<si

pasal terakhir dari bagian fBasal) tersebut,

E
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Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus

memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalarn satu

bab.

sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin,

pembubarag pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratit,

atau daya paksa polisional, sedangkan sanksi keperdataan dapat berupa,

antara lai4 ganti kerugian.

Pengelompokkan materi Peraturan perundang-undangan dapat

disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraph.

Pengelompokkan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan

atas dasar kesamaan materi. urutan pengelompokan adalah sebagai

berikut:

i. bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;

2. bab dengan hgian dan pasal-pasal tanpa paragraf; atau

3. bab dengan bagian danparugraf yang berisi pasal-pasal,

Buku diberi aomor urut dengan bilangan tingkat dan judur yang

seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

BUKU KETIGA
PERIKATAN

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang

seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

BAB I
KETENTUA}.I UMUM

logKtaltd, S,Ag., SI{,, M,Hum
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Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis

dengan huruf dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan,

dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali

huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase,

Bagian Kedua

Persiapan Pe rnbentukan Peraturan Pernerintah Pengganti

Undang-Une1ang. Peraturan Pemerintah, dan Peratur;ln i)residen

Paragraf dibe ri nomor urut dengan angka Arab dan diberi iudul.

Huruf awai dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis

dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yi;ng ticiak terletak

pada arval frase.

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perunclang-

undangan ,vang memuat satu norlna dan dirumuskan daiam satu kalirnat

yang disusun secafa singkat, jelas, dan lugas. Materi Peraturan Perundang-

undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan

jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat

banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomol urut dengan

angka Arab, huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis

dengan huruf kapital.

Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat, yar]lg diberi nomor

urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda

baca titik. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang

70 I
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I

I dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Huruf awal kata ayat yang

I aigunutun sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
I

I rasal 3

I

I (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945

I merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

J ,rr rndung-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

J 
ditemnatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

I {r) O.n"mpatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

I 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan

I dasar pemberlakuannya,

I m, -*n riffin'xdidxffi ;T*:il1*,:,ffi*
I 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

I Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping

I dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula

I 
dinertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi. Dalam

I membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya

I dinerhatikan hal-hal sebagai berikut:

l, 
setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan

I dengan frase pembuka;

I z. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca

I , l,J,:, frase dalam rincian diawati dengan huruf kecil;

F:;,hiridengantandabacatitikkoma; 

rtt
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jika suatu rinc.ian clibagi

lurlsur terselut dituliskan

di belakan*u rincian yang

tanda baca titik clua;

lagi ke dalam unslrr yang lebih

masuk ke dalam;

masih nrenlpunyai rincian lebih lanjut

7. pembagian rincian (clengan urutan ruakin

keci.l yang cliikuti clengan tancla baca titik:
tanda baca titik; abjad kecil dengan rancla

Arab clengan tancla baca kunrng tiltup;
8' penrbagian .incian hencrak,ya ticrak nrerebihi e*pat tingkat. Jika

ri*cian'relebihi empat tingkat. perrir eliperti,rbangka, pemecahan
pasal yang bersaugkutan ke clala,rpasal atau avat lai*.

Jika unsur atau rincian clalam tabulasi climaksuclkan sebagai
rincian ku,nrlatifl elitanrbahkan kata dan yang cliletakkan cli belakang
rincia' kedua crari rinciau terakrrir. Jika rincian craranr tabulasi
dimaks*dkan sebagai ri,cia, arternatif clitaurbarrkan kata atau yang
diletakkan di belakaug riuciau kedua clari rincian terakhir. Seclangkan jika
rittciatt clalaul tabulasi climaksuclkan sebagai rincian kuq*rlatif cla*
alte,ratif dita'rbarrkan kata rran/atau yang diletakkaa c{i berakang rincia,
kedua dari rincian terakhir.

pasal 46

(l) Peraturan penurcrang-.ncrangan yang di*rurangka* craram Lemrraran
Negara Republik Inclonesia, meliputi:

undang-u'dang/peraturan penrerintah pengga'ti unclang-uncla'g;

Peraturan Peurerintah;

Peraturan Presielen mengenai:

Klwli4 S.r{g., SH., M,Hum
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c.
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(2)

-ILMU 

PERI'}fDAIiGIIIYDANOAN 

-
1. pengesahan perjanjian antara negara Rep

negara lain atau badan internasional; dan

2. pernyataan keadaan bahaya.

d. Peraturan Perundang-undangan lain yang
Perundang-undangan yang berlaku harus (

L,-. i.nbar:in Negara Republik I nConesia.

(2)Pei:lt'.rran I)ci:r,ririlirng-uiidangan lain yang
Perurrrj:inc-,.ln.1ai-igan yatg berlal"u harus diundat
Nega:u P.ei,:i,lil: I nJonesie.

Pasirl I 1

i. ....,.:

2. ,.,,,., (dan. atau. danlatau)

1.

,.....; (dan, atau, dan/atau)

.',.'.:

.,,.,,; (dan, atau, dan/atau)

b)

c)

1)

2)

3)

Khalid, S.Ag., SH., M.Hum
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1. Ketentuan Urnum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu, jika dalam

Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab,

ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal awal. Ketentuan umum

dapat memuat lebih dari satu pasal yang berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;

b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud,

dan tujuan.

Frase pembuka dalam ketentuan umum Undang-Undang

berbunyi-Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

sedangkan Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Perundang-

undangan di bawah Undang-Undang disesuaikan dengan jenis

peraturannya.

Jika ketentuao umum memuat batasan pengertian atau definisi,

singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya

diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital

serta diakhiri dengan tanda baca titik.

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah

kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal

selanjutnya Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun

kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau

paragraf tertentuo maka dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.

74l| Klulid, S.49., SH., M,IIum
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Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kernbali

di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan

batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus

sama dengan rumusan batasan pengertian atau defrnsi yang terdapat di

dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

Katena batasan pengertian atau definisi, singkatan,

berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah

pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak

penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian

tidak menimbulkan pengertian ganda.

atau akronim

maka batasan

perlu diberi

rupa sehingga

urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih

dahulu dari yang berlingkup khusus;

b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang

diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya

diletakkan berdekatan secaf,a berurutan.

2. Materi Pokok

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab

ketentuan urnum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, maka materi

pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.

Pernbagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil
dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian, contoh:
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a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti

pembagian dalam Kitab Undang-Undang F,Iukum Pidana:

1) kejahatan terhadap keamanan negara;

2) kejahatan terhadap rnartabat Presiden;

3) kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;

4) kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;

5) kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.

b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam

hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama,

tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung,

Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

3. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan

penjatuhan pidana atas pelanggarao terhadap ketentuan yang berisi

norma larangan atau perintah. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu

diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku

Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam

Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut

Perattran Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang

ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalarn menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu

dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana

dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

seperti
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Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab

ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau

sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada,

letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan

pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal

yang terletak langsung sebelum pasal-pasal yang berisi ketentuan

peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan

pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang dan

Peraturan Daerah. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara

tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan

pasal-pasal yang memuat norrna tersebut. Dengan demikian, perlu

dihindari:

a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan

lain.

b. pengacu&n kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen

atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau

penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam

noflna-norrna yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, kecuali untuk

Undang-Undang tindak pidana khusus.

Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, maka subyek dari

pidana dinrmuskan dengan frase setiap orang. Jika ketentuan

hanya berlaku bagi subyek tertentu, maka subyek itu dirumuskan

tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.
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Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan

dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukurn

Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah

perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai

pe langgaran atau kejahatan.

BAB V
KETENTUAN PIDA}{A

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan. Pasal dipidana dengan

pidana kurungan paling lama ......, atau denda paling banyak Rp
.,...,00.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas

apakah pidana ya$g dijatuhkan bersifat kumulatifl alternatif atau

kumulatif alternatif.

Sifat kumulatifl

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat
sadisme, pomografi, dan/atau bersifat perjudian sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tatrun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Sifat alternatif:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal t7 ayat (1) dipidana dengan pidana
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iara paling larna I (delapan) tahun atau denda pating banyak Rp-

.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

ifat kunulatif alternatif:

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp

000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

,000.000,00 (dua ratus juta ratus lima puluh juta rupiah) pegawai

i atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal

iketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan j abatanny4

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut

hubungan dengan j abatannya.

Hindari nrmusan dalam ketentuan pidana yang tidak

dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat

mulatif atau alter, native, contoh:

orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

12, Pasal t3 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling

10 (sepuluh) bulan.

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat

pidananya haruspidana akan diberlakusurutkan, ketentuan

mengingat adanya asas umum dalam Pasal I ayat (t) Kitab

Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana

boleh berlaku suruto contoh:

Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan

surut sejak tanggal I Januari 1976, kecuali untuk ketentuan
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4. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan

Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-

undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan

terssbut dapat berjalan lancar dan tidak rnenimbulkan permasalahan

hukum.

Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan

ditempatkan di antara bab kstentuan pidana dan bab ketentuan penutup.

Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan

bab, pasal-pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum

pasal-pasal yang memuat ketentuan penutup.

Pada saat suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan mulai

berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang

terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Perundang-

undangan yang baru itu dinyatakan mulai hrlaku, tunduk pada ketentuan

Peraturan Perundang-undangan baru.

Dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat

pengaturan yattg memuat penyimpangan sementara atau penundaan

sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertEntu.

Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang

diberlakusurutkan. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan

surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat

ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau
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hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu arfiara tanggal mulai

berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya,

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Feraturan Pemerintah ini
dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan

Peraturan Pemerintah ini.

Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan

daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang

menyangkut pidana atau pemidanaan. Penentuan daya laku surut

sebaiknya tidak diadakan bagi Peraturan Perundang-undangan yang

memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.

Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukurn atau hubungan hukum

tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus memuat

secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang

dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan

sementara tersebut.

Contoh:

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah .... Tahun .... masih tetap berlaku untuk jangka

waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan

Pemerintah ini.

Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat

perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain.

Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian
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banr cli clalam ketentttan tlmum Peratttran Fenrndang-undangan atart

cl ilakukan clengau ure trrbtt at Peratttran Pemnclang'ttnclangan perubahan'

Contoh:

Pasal 35

Desa atan yang clisebqt clengan llama lainnya yang setingkat dengan desa

yang suclah acla pacla saat nntlai berlaktrnya Undang'Undang ini

clinyatakan sebagai desa tnenrtntt Pasal I hunrf a.

5. Ketentuan Penutup

Keteptuau peprtup clitempatkan dalanr bab terakhir. Jika tidak

diaclakan pengelonpokan bab, ketentuan pentlttlp ditempatkan dalam

pasal-pasal terakhir.

PaCla umnnurya ketenttlan penunlp menuat ketenhran mengenai:

a. penunjukan organ atau alat perleggkapan yang melaksanakan

Peraturau Perundaug-und angan;

b. nanra singkat;

c. statqs Peratnran Penrndalg'undangan yang sldah ada; dan

cl. saat nutlai berlalcu Perattrran Pemndang'undangan'

Ketentuan penuttlp dapat menulat peratutan pelaksanaan yang

bersifat:

menjalankan (eksetcutif), misaluya, penunjukan pejabat tertenttl yang

cliberi kewenangan unttlk nrembefikan izin, ruengangkat pegawai' dan

lain-lain;

mengatqr (legislatif), nrisalnya, nremberikan kewenangan unftk

menrbuat peraturan pe laksanaan.

b.
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Jika materi dalam Poraturan Perundang,'undangan bap

menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam

Porattran Perundang-undangan lama, di dalam Peraftran Perundang'

undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau

sebagian Peraturan Perundang-undangan lama.

Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Undang-

Undang ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan

dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri' Demi

kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan hendaknya

tidak dirumuskan secafa ulnum tetapi menyebutkan dengan tegas

Peraturan Perundang-undangan mana yang dicabut. Untuk mencabut

Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai

berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih

dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam

bentuk tabulasi.

Pasal 57

Pada saat Undang-IJndang ini mulai berlaku maka:

a. Undang-Undang Nomor I Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk

Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;

b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Fenerbitan

Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan

tentang Mengeluarkan, Mengumurnkan, dan Mulai tserlakunya
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Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1),

sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini; dan

c. Peraturan Perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur
dalam Undang-Undang ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pencabutan Peraturan Perundang-undangan harus disertai dengan

keterangan rnengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan

lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang dicabut.

Pasal 56

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur,
Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan

Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan unruk

m:nampung kembali seluruh atau sebagian rnateri Peraturan Perundang-

undangan lebih rendah yang dicabut itu.

D. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan

dan memuat:
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It. rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan

I 
f.*ndang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

I Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita

I naeratr;

lZ. 
penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-

t undangan;

l, PengundanganPeraturanPerundang-undangan; daa

l+. akhir bagian penutup.

| *rmusan perintah Pengundangan dan penempatau Peraturan

lPerundang-undangan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang

I berbunyi sebagai berikut:

I

J Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... fienis

I Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam

I Lembaran Negara Republik Indonesia,

I

I n musan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan

I Perundang-undangan dalam Berita Negara Repubtik Indonesia yang

I berbunyi sebagai berikut:

I Or* setiap orang mengetahuinya,.memerintahkan pengundangan,.. fienis

J 
Peraturan Perundaug-undangan) ini dengan penempatannya dalam

I 
Berita Negara Republik Indonesia.

I *umusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan
I

I 
Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang

I 
berbunVi sebagai berikut:

I

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan... fienis
i Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam
I Lembaran Daerah (Berita Daerah).
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Penandatanganan pengesahan atatt penetapan Peraturan

Perundang-undangan memuat :

1. ternpat dan tanggal pengesahan atau penetapan;

2. nama jabatan;

3. tanda tangan pejabat; dan

4. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan

diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis

dengan huruf capital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk pengesahan:

Disahkan di Jakarta
padatanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

S U SILO BAIvIBAI.IG \ruDHOYONO

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:
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1. tempat dan tanggal Pengundangan;

2. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;

3. tanda tangan; dan
4. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan

pangkat.

Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau

penetapan). Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.

Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca korna,

Contoh:
Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESTA,

AMIR SYAMSUDDIN

Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden

tidak menandatangani rancangan undang'undang yang telah disetujui

bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka

dicantumkan kalimat pengesahan setelah nar,na pejabat yang

mengundangkan yang berbunyi : undang-undang ini dinyatakan sah

berdasarkan ketentuar Pasal 20 ayat (5) Undang'Undang Dasar

Neg*ra Republik Indonesia Tahun f 945.

Jika dalarn waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Gubernur/BupatilWalikota tidak menandatangani rancangan peratuan

daeratr yang telah disetujui bersama antua Dewan Per,wakilan R'akyat

Daeratr dan Gubernur atau BupatilWalikota, maka dicanturnkan kalimat

pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi :

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

I
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Pada akhir bagian pemrtup dicantumkan Lembaran Negara

Republik Inclonesia, Berita Negara Republik Inclonesia, Lembaran Daerah,

dan Berita Daerah beserta tahun dan nomor dari Lembaran Negara

Republik Inqlonesia, Berita Negara Republik lnclonesia, Lembaran Daerah,

dan Berita Daerah tersebnt. Penulisan tiase Lembaran Negarn Republik

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, clan

Berita Daerah ditulis selunihnya dengan hunrf kapital.

Contoh:

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO7

NOMOR 106.

E. Penjelasan

' Setiap Undaug-Undang perlu diberi penjelasan, sedangkan

Peratnran Penrudang-undangan di bawah Uuelang-Undang dapat cliberi

penjelasan, jika diperlrrkan. Peujelasan berflurgsi sebagai tafsiran resnri

pembentuk Peratnran Penrndang-undangan atas norma tertentr,r dalarn

batang tubuh. Oieh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atan

jabaran lebih lanjut clari ronna yang diatur dalarn batang tubuh. Dengan

demikian, penjelasan sebagai satrana rurtuk rnernperjelas norrra dalam

batang tubuh tidak boleh rnengakibatkar: terjadinya ketidakjelasan clari

norma yang dijelaskan,

membuat

rurnusan

rumusan

88 I

Penjelasan tidak dapat digrrnakan sebagai dasar huhrm nntuk

peraturan lebih lanjut. Oleh kareua itn, hinciari membuat

nonna cli clalarn bagian penjelasan. Dalarn penjelasan clihinclari

yang isinya memnat penrbahan terselubung terhadap ketentuan
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Peraturan Perundang-undangan. Naskah penjelasan disusun bersarna-sarna

dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-

undangan yang bersangkutan.
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UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAI{UN 1999

TENTAI{G
PENGE SAHA}{ PEzuAN JIAh{ ANTAR.A RSPUBLI K INDONE S IA

DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUA}T TIMBAL BALIK DALAM.
MASALAH PIDA},IA

(TREATY BETTryEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
AUSTRALIA ON MWUAL ASSISTANCE IN CNMINAL MATTERS)

Sedangkan jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional,

bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, maka nama

perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf

cetak miring, dan dlikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang

diletakan di antara tanda baca kurung.

UNDA}IG.I]NDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHI]N 1997

TENTANG
PENGESAHAI{ UNJT'D NATIONS CONI/ENTION AGAINST ILLICIT
TMFFIC IN NARCO?IC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBTANCES,

1998
(KONVENSI PERSERI KATA}I BANGS A-BANGSA TENTANG
PEMBERA}-ITASA}I PEREDARA}{ GELAP NARKOTIKA DAN

PSIKOTROPIKA, 1998)

B. Pembukaan

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan

Pada pembukaan 
t 
tiap jenis Peraturan Perundang-undangan

sebelum ftrma jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan
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